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A. PENDAHULUAN

SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur
yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhisaran, dan pelaporan kinerja
pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya
pemerintah  yang baik dan terpercaya. Sedangkan  sasaran
dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

* Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat “Tujuan Sistem AKIP
beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi adalah untuk
masyarakat dan lingkungannya. mendorong

* Terwujudnya transparansi instansi pemerintah. terciptanya

* Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan akuntabilitas kinerja
TREelE instansi pemerintah

* Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. sebagai salah satu

Dengan tersedianya Panduan Penyelenggaraan SAKIP ini diharakan dapat

men?adi acuan ngi seluruh unitykerjagii lingkungan Direktorat Jendepral fer‘f;};:;z;l;ntuk

Perkeretaapian untuk dapat mewujudkan tercapainya sistem pemerintahan

yang baik (good governance). pemerintah yang

baik dan terpercaya”
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https://pemerintah.net/sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah/

B. AKUNTABILITAS KINERJA

Keselarasan (Aligment)

RPIM Clarity about
Renstra

AKUNTABILITAS KINERJA : objectives

v' Outcomes

KINERJA YANG

Perwujudan kewajiban suatu instansi A

pemerintah untuk mempertanggung- Link between objectives

. f RKT, RKP/Renja,

jawabkan keberhasilan/kegagalan ) and means

pelaksanaan misi organisasi dalam & [ v’ Outputs, processes and

mencapai sasaran dan tujuan yang KINERJA YANG inputs

telah  ditetapkan melalui  sistem DIPERJANJIKAN

pertanggungjawaban secara periodik. Perjaniian Kinerja Information on results
DIPA 1 ‘ v’ Performance

KINERJA YANG

Setiap program dan kegiatan dari DILAKSANAKAN Targets for results

kegiatan Penyelenggara Negara harus Monev Berkala 1 ‘ Measurable &

dapat dipertanggungjawabkan Logic

kinerja atau hasil akhir kepada KINERJA YANG

masyarakat atau rakyat sebagai DILAPORKAN

pemegang kedaulatan tertinggi negara e

sesuai dengan ketentuan peraturan Kinerja 1 ‘

perundang-undangan yang berlaku.
KINERJA YANG

. DIEVALUASI
Evaluasi

Kinerja
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Lanjutan ... (ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI)

L3 N K 01 impinani idi 04

) | Komitmen pimpinan instansi di
a:ﬁ“ﬁ dalam pencegahan dan Penerapane-government
pemberantasan korupsi &pungli belum terintegrasi & Merata

masih lemah
05

Q 02 Inefisiensi penggunaan ]

Peran Aparat Pengawasan anggaran

Internal Pemerintah (APIP)

masih lemah
Inovasi dalam !. .
Penyelenggaraan Pelayanan = d
Publik belum dilakukan B]M"Q

secara merata

Partisipasi publik dalam
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN

penyelenggaraan

-
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pemerintahan masih
Lemahnya penegakkan hukum
tab |I:t,==s Knepa me.|5|h rendah

rendah
& tumpang tindih peraturan
o { ] EEEEEEEN
09 &

07
0 8 _ﬁy ASAS UMUM
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Ak Aib ais Rendahnya Kompetensi ASN, PENYELENGGARAAN
Organisasi gemuk, fragmented, mindset & culture set birokrasiyang NEGARA
tumpang tindih kurang baik
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Lanjutan ... (KINERJA VS KEUANGAN)

AA (90-100)

A (80-90)
. . LAPORAN
K|ner_|a KINERJA PERJANJIAN LAPORAN SN 55 (70-80)

TAHUNAN
KINERJA KINERJA s 5 (50-70)
CC (50-60)

C (30-50)
D (0-30)

RENCANA

Sistem Perencanaan

A Sistem AKIP v

Sistem
Penganggaran LAPORAN
ganeg PERTANGGUNG
RENCANA
RPJIM STRATEGIS JAWABAN
PELAKSANAAN
APBN

V Sistem Akuntansi A

LAPORAN
RENCANA LAPORAN wTP
Keuangan KINERIA KEUANGAN KEUANGAN  [Fie8
TAHUNAN PEMERINTAH B /Ly aIYEY]
DISCLAIMER OPINION
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C. KOMPONEN SAKIP

PERPRES 29/2014

RPJM

RENCANA STRATEGIS
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PERJANJIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

RENCANA STRATEGIS
PERJANJIAN KINERJA

PERENCANAAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA +  MEKANISME PENGUMPULAN DATA
PENGELOLAAN DATA KINERJA KINERJA
PELAPORAN KINERJA PELAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA

* PEDOMAN DAN PELAKSANAAN
EVALUASI INTERNAL

* PEMANTAUAN PENCAPAIAN KINERJA
EVALUASI PROGRAM

e (IR
N/ Ammm— W

REVIU DAN EVALUASI KINERJA EVAUASI INTERNAL



Lanjutan... (SIKLUS SAKIP)

MEMASTIKAN TERDAPAT
PERBAIKAN BERKELANJUTAN
UNTUK PENINGKATAN KINERJA

MEMASTIKAN PENCAPAIAN
KINERJATELAH DIREVIU DAN

DIEVALUASI B

EVALUASI
KINERJA

PELAPORAN
KINERJA

MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA
DILAPORKAN KEPADA PEMBERI
AMANAH SECARA JUJUR

‘ﬁ E KINERJA

-z - B

MEMASTIKAN SASARAN K/L SESUAI
DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN
RENCANA NASIONAL

STRATEGIS

MEMASTIKAN UPAYA
PENCAPAIAN TARGET-TARGET
PERJANJIAN DIPERJANJIKAN KEPADA
KINERJA PEKABAT YANG
BERKOMPETEN

MEMASTIKAN KEMAJUAN
PENCAPAIAN TARGET

PENGUKURAN DIUKUR DENGAN TEPAT
KINERJA

PENGELOLAAN
DATA

MEMASTIKAN DATA KINERJA DIKELOLA
DENGAN BAIK UNTUK MENGETAHUI
PENCAPAIAN DARI TAHUN KE TAHUN



Lanjutan... (PELAPORAN SAKIP)

PERJANJIAN

KINERJA RENCANA AKSI

MONITORING
CAPAIAN KINERJA
BULANAN
(E-PERFORMANCE)

ilaksanakan
berjenjang oleh:

MONITORING
RENCANA AKSI
SETIAP BULAN

v' Kementerian;
v' Unit kerja Es. [
“\/ Unit kerja setingkat Es. II;

LAPORAN
MONITORING
CAPAIAN KINJERJA
TRIWULAN

v’ Satuan Kerja
LAPORAN KINERJA

*) Pelaporan Kinerja adalah merupakan refleksi kewajiban
untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber

daya yang perlu dipertanggung jawabkan dalam bentuk
suatu Laporan Kinerja. ‘
10
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A. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN SAKIP

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil Penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja
PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil

Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Permenhub Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Permen Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024

Permenhub Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis kementerian Perhubungan tahun
2020-2024

Permenhub Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan
Kementerian Perhubungan

., - Bl




B. AMANAH PM 85 TAHUN 2020

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan agar tercapai keselarasan dan kesesuaian dengan
penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya kesesuaian orientasi pelaksanaan tugas dan fungsi dengan
pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan Permenhub nomor PM 85 Tahun 2020 untuk
dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pembangunan perhubungan serta
menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Permenhub nomor PM 85 Tahun 2020 merupakan acuan kebijakan untuk penerapan sistem
pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

PM 85 Tahun 2020 mengamanahkan Penyelenggaraan SAKIP meliputi :
penyelenggaraan SAKIP di Kementerian Ren.carla Strgtegw;
Perhubungan dilaksanakan oleh : Perjanjian Kinerja;

1. Kementerian Perhubungan; Pengukuran Kinerja;
Unit Kerja Eselon [; Pengelolaan Data Kinerja;

2
3. Unit Kerja setingkat Eselon II; dan Pelaporan Kinerja, dan
4 Satuan Kerja. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

(Pasal 2 ayat 2) Pasal 3)
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Lanjutan... (TAHAPAN PELAPORAN KINERIJA)

A Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan
‘ Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang disusun berjenjang oleh:
a. Kementerian;
b. Unit Kerja Eselon [;
c. Unit Kerja setingkat Eselon Il; dan
d. Satuan Kerja.

(Pasal 4)
N Perjanjian Kinerja merupakan Lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi
% yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai
tolak ukur pencapaian kinerja yang disusun secara berjenjang oleh:
a. Menteri;
Pejabat JPT Madya;
c. Pejabat JPT Pratama;
d. Pejabat JA Administrator;
e. Pejabat JA Pengawas;
f.  Pimpinan Satuan Kerja;
g. Pejabat Fungsional; dan
h. Pejabat Pelaksana.
(Pasal 12)
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Lanjutan ... (TAHAPAN PELAPORAN KINERJA)

z Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan

% dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan, program, kebijakan,

anggaran, dan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang

dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah
ditetapkan. Cakupan Pengukuran Kinerja meliputi:

a. Sasaran;

b. Indikator kinerja;

c. Target;

d. Realisasi;

e. Pagu Anggaran; dan

. Realisasi anggaran.
Pasal 20)

_— —h

: A Pengelolaan Data Kinerja adalah kegiatan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja
6 yang mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan
manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik
pemerintah yang mencakup:
a. Penetapan data dasar;
b. Penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
c. Penatausahaan dan penyimpanan data; dan
d. Pengkompilasian dan perangkuman.
(Pasal 22)
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Lanjutan ... (TAHAPAN PELAPORAN KINERJA)

5 h Pelaporan Kinerja refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya
V. yang perlu dipertanggung jawabkan dalam bentuk suatu Laporan Kinerja. Laporan Kinerja disusun

secara berjenjang oleh:

a. Kementerian;

b. Unit Kerja Eselon I;

c. Unit Kerja Eselon II; dan

d. Satuan Kerja

(Pasal 24)

6 h Reviu adalah penelaah oleh APIP atas Laporan Kinerja Kementerian untuk memastikan bahwa
J Laporan Kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan berkualitas sebelum
disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Evaluasi adalah kegiatan analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan
pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan
peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja Pemerintah.

Reviu Laporan Kinerja Kementerian dilaksanakan dengan ketrentuan sebagai berikut:

a. Laporan Kinerja Kementerian diserahkan oleh Sekretaris Jenderal kepada Inspektur Jenderal
untuk dilakukan Reviu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tahun anggaran
berakhir; dan

b. Hasil Reviu Laporan Kinerja Kementerian disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri
dengan tembusan seluruh Pejabat JPT Madya, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Laporan
Kinerja Kementerian diserahkan oleh Sekretaris Jenderal.

(Pasal 29)
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Lanjutan ... (TAHAPAN PELAPORAN KINERJA)

7 A Instrumen Pengukuran dan pengelolaan kinerja berbasis situs web dilakukan untuk transparansi
J penyampaian data capaian kinerja dan mendukung kecepatan penyusunan Laporan Kinerja.
Penanggung jawab pengisian data capaian kinerja dalam Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja
meliputi :
1. Biro Perencanaan untuk Kementerian dan Unit Kerja Sekretariat Jenderal;
2. Sekretatriat Direktorat Jenderal untuk Unit Kerja Direktorat Jenderal;
3. Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk Unit Kerja Inspektorat Jenderal;
4. Sekretariat Badan untuk Unit Kerja Badan;
5. Masing-masing Unit Kerja Eselon Il, lll, dan IV serta Satuan Kerja untuk Unit Kerja Eselon II, Il

dan IV serta Satuan kerja;
6. Masing-masing Pejabat Fungsional dan Pejabat pelaksana.
(Pasal 31)

8 A Penghargaan:
J 1. Penghargaan diberikan terhadap ketaatan atas pelaksanaan proses penyusunan sistem
akuntabilitas pada unit kerja di lingkungan Kementerian melalui penilaian oleh APIP;
2. Penghargaan diberikan terhadap ketaatan atas pelaksanaan proses penerapan Sistem Aplikasi
Pengukuran Kinerja pada Unit Kerja di lingkungan Kementerian.
(Pasal 38 & 39)
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Lanjutan...

* Permenhub nomor PM 85 Tahun 2020 juga mengamanahkan instrumen pengukuran dan
pengelolaan data kinerja secara elektronik berupa Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja pada
Unit Kerja di lingkungan Kementerian.

* Sebagai bentuk apresiasi atas penyelenggaraan SAKIP, dalam Permenhub nomor PM 85
tahun 2020 mengatur terkait penghargaan dalam rangka ketaatan atas pelaksanaan proses
penyusunan SAKIP pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penghargaan
diberikan melalui penilaian APIP dengan memberikan peringkat menggunakan metodologi
yang ditetapkan.

* Penghargaan diberikan terhadap ketaatan atas pelaksanaan proses penyusunan sistem
akuntabilitas pada unit kerja di lingkungan Kementerian melalui penilaian oleh APIP. Proses
termasuk dimulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja,

Penginputan Data Kinerja hingga penyusunan Laporan Kinerja sesuai tahapan waktu.

Sumber : Permenhub Nomor 85 Tahun 2020
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A. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

UNIT PENYUSUN BATAS WAKTU LEGALISASI TARGET DAN INDIKATOR KINERJA REVISI

Eselon | Sekretariat Unit 1 Bulan setelah  Keputusan Menggambarkan dampak, outcome  Menyesuaikan dengan
Kerja Renstra Pimpinan Unit dari output unit kerja di bawahnya Renstra Kementerian
(Pasal 4 ayat 3) Kementerian Kerja yang dihasilkan sesuai tugas, fungsi selambat - lambatnya 3

dan kewenangan Unit Kerja Eselon|  bulan

Eselon Il Masing- masing 2 Bulan setelah  Keputusan Menggambarkan outcome yang Menyesuaikan dengan

dan UPT unit kerja Eselon  Renstra Eselon | Pimpinan Unit dihasilkan sesuai tugas, fungsi dan Renstra Eselon |,
Il dan Satuan Kerja kewenangan Unit Kerja Eselon Il dan  selambat - lambatnya 3
Kerja Satuan Kerja bulan

(Pasal 4 ayat 4)

Sumber: Permenhub nomor 85 tahun 2020 & Permenhub nomor 80 tahun 2020
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Lanjutan ... (PENYUSUNAN RENSTRA)

OUTLINE RENSTRA 2020-2024

BAB | PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
I.2 Potensi dan Permasalahan

BAB I1 VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN /LEMBAGA
I1.1 Visi Kementerian/Lembaga

I1.2 Misi Kementerian/Lembaga

I1.3 Tujuan Kementerian/Lembaga

I1.4 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga

BAB Ill ARAHAN KEBIJAKAN , STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
[Il.1 Arahan Kebijakan dan Strategi Nasional

[1.2 Arahan Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga

[1l.3 Kerangka Regulasi

II.4 Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
IV.1 Target Kinerja
IV.2 Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN
Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga
Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi

Sumber: Permen Bappenas Nomor 5 Tahun 2019
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Lanjutan ... (STRUKTUR RENSTRA )

STRUKTUR RENSTRA 2020-2024

VISl

ORGANISASI
KEMENTERIAN/LEMBAGA

SASARAN STRATEGIS
KEMENTERIAN/LEMBAGA

MiSI
(OUTCOME/IMPACT)

v

TUJUAN

v

ARAH KEBIJAKAN DAN
STRATEGI

v

PROGRAM:
PROGRAM GENERIK DAN
PROGRAM TEKNIS

v v

KEGIATAN —— SASARAN KEGIATAN ESELON Il

LEMBAGA TINGGI

SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)

Sumber: Permen Bappenas Nomor 5 Tahun 2019
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Lanjutan ... (HUBUNGAN STRUKTUR-SASARAN-INDIKATOR)

Hubungan Struktur-Sasaran-Indikator

Kementerian )
/ ——+  Sasaran Strategis

-

Indikator Kinerja
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja
Program

Lembaga
Program —  Sasaran Program
Kegiatan < Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja
Kegiatan
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Lanjutan ... (VISI DAN MISI RENSTRA DJKA 2020-2024)

N

Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupaya mewujudkan Perkeretaapian yang HANDAL, BERDAYA SAING, BERINTEGRASI, BERTEKNOLOGIDAN TERJANGKAU guna mewujudkan
Visidan Misi Presidendan Wakil Presiden: INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”

r m m
x L ~ I o L
W ' v

Meningkatkan KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian
YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN

Meningkatkan kinerja PELAYANAN transportasi
perkeretaapian yang EFISIEN DAN EFEKTIF

Meningkatkan KESELAMATAN transportasi
perkeretaapian yang EFEKTIF

o L

o L

A4

Peningkatan KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian
DENGAN AKSESIBILITAS TINGGI.

o L
vV
Peningkatan kinerja PELAYANAN transportasi
perkeretaapian YANG OPTIMAL.

A4
Peningkatan KESELAMATAN transportasi
perkeretaapian YANG HANDAL.

/N

KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasionalyang
diwujudkan dalam PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Kinerja PELAYANAN transportasi perkeretaapian YANG
TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN

P a = d uln
vV A4 v

KESELAMATAN transportasi perkeretaapian yang
DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA
DAN PRASARANA YANG HANDAL

Sasaran | ‘

Jd L

J L

Arah Kebijakan dan Strategi mencapai Tujuan

Konektivitas :

1. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api
antar kota dan perkotaan.

2. Reaktifasijalur kereta api non-operasi.

3. Pembangunan akses kereta api menuju pelabuhan
dan bandara

hv4

Tujuan Pelayanan:

1. Peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api
eksisting.

2. Penerapan teknologi baru perkeretaapian.

3. Peningkatan kinerja layanan kewajiban pelayanan
publik dan angkutan perintis.

Arah Kebijakan dan Strat;;i/mencapai Tujuan

Keselamatan:

1. Sertifikasi SOM, sarana & prasarana
perkeretaapian.

2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas
keselamatan dan pengujian.

3. Pemenuhan kebutuhan IMO.

4, Penyusunan kajian mitigasi dan penanganan
kecelakaan KA

Arah
Kebijakan
dan Strategi
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Lanjutan ... (STRUKTUR RENSTRA DJKA 2020 - 2024)

KONEKTIVITAS

Terwujudnya Konektivitas Nasional

IKS: Rasio Konektivitas

SASARAN
STRATEGIS

Konektivitas Jaringan Perkeretaapian
Nasional denngan Penyediaan Infrastruktur
IKP: Rasio Kanekivitas Antar Wilayah

SASARAN
PROGRAM

4 Sasaran Keniatan

1. Tersusunnya Kebijakan Pemhinaan dan
Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian

2. Meninakatnya Konektivitas Jaringan
Perkeretaanian

3. Meningkatnya Konektivitas Prasarana
Perkeretaapian

4. Meningkatnya Fasilitas Sarana

Perkeretaanian Mendukung Konektivitas
Wilayah

SASARAN
KEGIATAN

PELAYANAN KESELAMATAN

Meningkatnya Kinerja Pelavanan Transportasi
IKS: OTP Pelayanan Transportasi

Meningkatnya Keselamatan Transportasi
IKS: Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi

Kinerja Pelayanan Transportasi
Perkeretaapian Terpercaya & Sesuai

Kebutuhan

IKP: Capaian OTP, Target Angkutan Penumpang,
Target Angkutan Barang dan Jalur Sesuai TQI | dan Il

Keselamatan Transportasi Perkeretaapian
dengan SDM, Sarana dan Prasara yang
Handal
IKP: Rasio Kejadian Kecelakaan (ROA)

3 Sasaran Kegiatan 3 Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu 1. Meningkatnya Kehandalan Prasarana
Lintas dan Angkutan Perkeretaapian Perkeretaapian

2. Meningkatnya Kapasitas Prasarana 2. Meningkatnya Kehandalan Sarana
Mendukung Pelayanan Perkeretaapian Perkeretaapian

3. Meningkatnya Kanasitas Sarana 3. Meningkatnya Keselamatan dalam
Mendukung Pelayanan Perkeretaapian Penyelenggaraan Transportasi

Perkeretaapian
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Lanjutan ... (MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN)

- - Target Hboiasi {daben jut rugiah] Ut
Programy Kegiatan b = Liodcasi
Keghatanfindiator =
Pdaksang
vl ozl oz o3 024 i) ozl oz 023 024
FEMENTER ANLEMBAGHA fo i peed o i X
b i S g 1
- it Wi Sviaran St vl XXN XXX XN KX XXX
- bt Kivéejps Seier ore S evteggs o xxx ax o xxx
b s i & g 2
- it Wi Sviaran St vl XX XXX XK KXW XXX
PROGRAM A fo i peed o i A
b s P 1
R s X XXX oK 0 XXX
- bachliaviar Kirvicfar Beogr £ XXX oK o XXX
b i P 3
R s X XXX oK 0 XXX
[Fegiatan 1 XK K XK XK K A
i = o
- bechleview Kivipar Koty X XXX oK 0 XXX
- bechleviaw Kivirfas Kiagrters X XXX K X XXX
i L 2 X
- bechleview Kivipas Kagirteres X XXX ox X XXX
e Wt o e e o ax e
- bechlieview Kivirfas Koty 0 XXX oK 0 XXX
[Fegiatan T XK K XK XK K A
x a1 e
- bectliertay X XXX X X XXX
- bachleviaw Kivirfas Kagrtenes 0 XXX oK 0 XXX
i L X
- b Kivea Meginian Tl i e e i
L

Sumber: Permen Bappenas Nomor 5 Tahun 2019

-z - B B’



Lanjutan ... (MATRIKS KERANGKA REGULASI)

Urgensi Pembentukan

Berdasarkan Evaluasi Unit Unit Terkait/ Target
Regulasi Eksisting, Penanggungjawab Institusi Penyelesaian

Kajian Dan Penelitian

Arah Kerangka

No. Regulasi dan/atan
Kebutuhan Regulasi

Sumber: Permen Bappenas Nomor 5 Tahun 2019
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Lanjutan ... (EVALUASI RENSTRA)

Evaluasi Renstra unit kerja dilakukan setidaknya paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1

(satu) periode yaitu yang pada pertengahan periode dan akhir periode.

UNIT KERJA DISAMBAIRANIKE (Evaluaslfﬁ::m Waktu) (Evamzfgkh“’)
Kementerian Kepala Bappenas/ Men PPN ta?i::lcjal':i"ga E::i?j;;?nig
Unit Keja Eselon| SekretarisJenderal (ahun ket tahin kesempat
Unit Kerja Eselon II Pejabat JPT Madya t:hudinkjeli?gia tBauk:i.rr‘] izzzrr:zi':

Satuan Kerj Atasan Langsung tahun ket tahun keeempa

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020 (Pasal 7)
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B. PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

* Instansi pemerintah diwajibkan

menetapkan indikator kinerja utama.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran
keberhasilan organisasi dalam mencapai
tujuan dan merupakan ikhtisar hasil
berbagai Program dan Kegiatan sebagai
penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan secara
berjenjang  sesuai  tingkat  entitas
organisasi.

FUNGSI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Memperjelas apa, berapa dan kapan
suatu program/kegiatan dilaksanakan.

Memperjelas siapa yang
bertanggungjawab dan yang
melaksanakan indikator dimaksud.

Menciptakan konsensus yang dibangun
bersama oleh pihak terkait untuk
menghindari  kesalahan interprestasi
selama pelaksanaan kegiatan dan dalam
menilai kinerjanya.

Membangun dasar untuk pengukuran,
analisis dan evaluasi kinerja
organisasi/unit kerja.
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Lanjutan ... (PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA)
INDIKATOR KINERJA YANG BAIK:

- 0 > =

Spesific — harus spesifik dan jelas

Measurable — dapat diukur secara
objektif, baik yang bersifat kualitatif/
kuantitatif

Achievable — dapat dicapai dan
menunjukkan pencapaian, input,
output, outcomes, impact dan
benefit

Result-focused — fokus pada hasil,

dapat diolah, dikumpulkan dan
dianalisis
Time-bond - ketepatan waktu,
fleksibel dan sensitif terhadap
perubahan

Spesifik (Spesific)> 1K dapat menggambarkan sesuai dengan
kespesifikan dari hasil program dan kegiatan yang akan diukur

Dapat diukur (Measurable) > IK dapat diukur secara obyektif
baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Jika ada dua
pihak atau lebih mengukur hasilnya akan sama

Dapat dicapai (Attainable)> IK dalam lingkup kendali sesuai
tupoksi dan mampu menyediakan datanya secara tepat dan
akurat

Sesuai dengan kinerja atau hasil yang diukur (Relevan) > IK
harus menggambarkan sedekat mungkin kesesuaiannya dengan
hasil apa yang akan diukur (Input- IK Input, Output-IK Output,
Outcome- IK Outcome)

Berjangka  waktu tertentu (Time bound) > K
mempertimbangkan periode waktu tertentu pencapaiannya

Dapat dipantau dan dikumpulkan (Trackable) > Dapat ditelusur
secara jelas sumber datanya
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Lanjutan ... (LOGIC MODEL)

PROBLEMS / NEEDS

<

Hasil pembangunan yang diperoleh dari

pencapaian outcome Apa yang ingin diubah

IMPACT / DAMPAK

¢

Manfaat yang diperoleh dalam jangka
menengah untuk beneficieries tertentu
sebagai hasil dari output

OUTCOME / HASIL Apa yang ingin dicapai

P

OUTPUT/
KELUARAN

Apa yang dihasilkan

Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa)

p
\ A 2R 2R B

Proses/kegiatan menggunakan input
untuk menghasilkan output yang
diinginkan

PROSES /

KEGIATAN Apa yang dikerjakan

¢

Apa yang digunakan dalam
bekerja (4M)

Sumberdaya yang memberikan kontribusi
dalam menghasilkan output
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Lanjutan ... (PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA)

Perencanaan j‘_ [nd;ikator
sTra’reV Klﬂerja

Pelaporan Penganggara Indikator
Kinerja Kinerja Kinerja
merupakan
1 unsur penting
Akuntabilitas
Kontrak Kinerja

Kinerja
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Lanjutan ... (PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA)

RENSTRA

RENCANA
KINERJA
TAHUNAN

PENETAPAN/
PERJANJIAN
KINNERJA

PENGUKURAN
KINERJA

--
d/////_lz




Lanjutan ... (CASCADING SASARAN PROGRAM & KEGIATAN DITJIEN PERKERETAAPIAN)

CASCADING SASARAN PROGRAM

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Tahun 2020 - 2024

KETERANGAN:

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
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Lanjutan ... (INDIKATOR KINERJA PROGRAM & KEGIATAN DITJIEN PERKERETAAPIAN)

SBr%
\ 4

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

AL MEDAN MERDTXA BARAT 4O &
SrARTA 9110

FAX: E27) 0758

| TEW: 2n) ds0ezox, smsenye
358887 w2

200055
risrepessety

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

NOMOR : HK.209/2/6/DJKA /2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Menimbang : a.
b,

Mengingat : 1.
2

. bahwa

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

rangka melaksanakan amansh Pasal 8
gan Nomor PM. 70 Tehun 2017
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
K ian Per dipertul indi

bahwa dalam
F Menteri Perhub

kinerja utama pada masing-masing tingkat Eselon | sampai
dengan unit kerja di bawahnya melalui Keputusan Pejabat
Esclon I;

berdasarkan
dimaksud dalam
Keputusan  Direktur

pertimbangan
periu
Jenderal Perkerctaapian

sebagaimana
huruf a, menetapkan
tentang
Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit

Kerja di Lingk I

Jenderal Per

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

tentang  Ki

Negara (Lemb Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007
tentang Perker pian (L Negara Republik Ind i
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lemt

Indonesia Nomor 4722);

Negara

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perkerctaapian

Nomor

Tanggal

HK.209/2/6/DJKA/2021

2021

A. INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
SP1 Konektivitas  jaringan | IKP1 Rasio Konektivitas Antar Resio |
perkerctaapian nasional yang| Wilayah
diwujudkan dalam
Penyediaan infrastruktur
SP2 Keselamatan transportasi ~ | 1KP2 Rasio kejadian kecelakaan Kejadian
perkeretaapian dengan transportasi kereta api (rate of kecelakaan/

Sumber Daya Manusia,
Sarana
handal

dan Prasarana yang

accident)

SP3 Kinerja pelayanan
Transportasi
yang terpercaya
kebutuhan

perkeretaapian

dan  sesuai

1 juta km tempuh

TKP3 Persentase capalan on time
performance (OTP) transportasi

kereta api

IKP4 Persentase Pemenuhan

| target angkutan penumpang
| kereta api

| IKPS Persentase Pemenuhan
target angkutan barang kereta
api

| TKP6 Persentasc Pengoperasian
Jalur KA Yang Sesuai Dengan
TQI Idan Il

5. BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN

[No[  sasara kEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN |
[T Menin sarana
| | sarana Perkerctaapian milik negara yang siap operast %
| Milik Negara
[ 2 [ Terwujudnya Good | Persentase  Realisasi  Penerimaan
| |Covernance dan Clean|Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai %
G di L
Balai Perawatan | Persentase  kualitas _pelaksanaan
Perkerctaapian | anggaran Balai Perawatan %
| Perkeretaapian

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19620709 199203 1 002
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Lanjutan ... (INDIKATOR KINERJA PROGRAM DITJEN PERKERETAAPIAN)

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA KEGIATAN

SATUAN

MANUAL IKU

SP1 Konektivitas

jaringan

Perbandingan antara jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang
terhubungan dengan jalur KA s.d tahun berjalan dengan rencana PKN/PKW/Simpul
Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang akan terhubung dengan Jalur KA sesuai dengan
Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030

Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan

perkeretaapian ;
. IK% Basno . Strategis Nasional yang terhubungan jalur KA s.d
nasional yang Konektivitas Antar Rasio .
. . - . tahun berjalan
diwujudkan Wilayah Rasio Konektivitas antar wilayah =
. PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis
dalamP d
alamrenyediaan Nasional yang akan terhubung dengan Jalur KA
Infrastruktur sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian
Nasional (RIPNas) 2030
SP2 Keselamatan Rate of Accident (RoA) yang merupakan salah satu bentuk untuk menganalisis keselamatan
) perkeretaapian yang mangacu pada jumlah kejadian kecelakaan pada tahun berjalan dibagi
transportasi IK2 Rasio kejadian | Kejadian [dengan Km tempuh (Km traveled) pada tahun tersebut dalam satu juta
perkeretaapian dengan kecelakaan kecelakaan Jumlah kejadian kecelakaan
Sumber Daya Manusia, | transportasi kereta [/ 1 juta km o pada tahun berjalan
api (rate of accident) | tempuh Ratio Kejadian Kecelakaan = X 1.000.000

Sarana dan Prasarana

yang handal

KM tempuh pada tahun berjalan

SP3 Kinerja pelayanan
Transportasi
perkeretaapian yang
terpercaya dan sesuai
kebutuhan

IK3 Persentase
capaian on time
performance (OTP)
transportasi kereta
api

%

Persentase Capaian On Time Performance (OTP) transportas kereta api diperoleh dari
Perbandingan antara jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan KA tepat waktu dan jumlah
keseluruhan kedatangan dan keberangkatan KA

Jumlah Realisasi kedatangan dan keberangkatan KA

Persentase Capaian On Time tepat waktu pada tahun berjalan

Performance (OTP) sub -
sektor perkeretaapian

x 100%

Jumlah Keseluruhan kedatangan dan
keberangkatan KA pada tahun berjalan

-z - B 1’



Lanjutan ... (INDIKATOR KINERJA PROGRAM DITJEN PERKERETAAPIAN)

INDIKATOR
SASARAN KEGIATAN KINERJA KEGIATAN SATUAN MANUAL IKU

Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api yang diukur melalui perbandingan antara
jumlah produksi angkutan penumpang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan

K4 Pemenuhan dibandingkan dengan target jumlah angkutan penumpang moda transportasi perkeretaapian s.d

tahun 2024
target angkutan % Jumlah produksi angkutan penumpang KA
penumpang kereta Pemenuhan target pada tahun 2020 s.d tahun berjalan
api angkutan penumpang = X 100%
kereta api Jumlah (target) angkutan penumpang moda

transportasi perkeretaapian tahun 2024°

Pemenuhan target angkutan barang kereta api yang diukur melalui perbandingan antara jumlah
produksi angkutan barang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan

SP3 Kinerja pelayanan target jumlah angkutan barang moda transportasi perkeretaapian s.d tahun 2024
Transportasi IK5 Pemenuhan _
perkeretaapian yang target angkutan % Jumlah produksi angkutan baraﬁg KA pada
terpercaya dan sesuai barang kereta api Pemenuhan target = tahun 2020 s.d tahun berjalan X100%
kebutuhan angkutan barang 0

Jumlah (target) angkutan barang moda

kereta api transportasi perkeretaapian tahun 2024

Perbandingan antara Panjang jalur Kereta Api yang telah diukur menggunakan Kereta Ukur
Katergori | dan Il dengan Panjang total Jalur Kereta Api yang diukur per periode dalam tahun

berjalan
IK6 Persentase
Pengoperasian Jalur % . Panjang jalur KA yang telah diukur
KA Yang Sesuai .Persentase pengoperasmn kategori | dan Il pada tahun berjalan
Dengan TQI | dan Il jalur KA yang sesuai dengan = X 100%
TQl Kategori I dan Il Total panjang jalur KA
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Lanjutan ... (DAFTAR ISTILAH)

\[o) ISTILAH PENGERTIAN

1 |Pusat Kegiatan Nasional Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau
(PKN) beberapa provinsi

2 |Pusat Kegiatan Wilayah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa
(PKW) kabupaten/kota

3 |Pusat Kegiatan Strategis Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara
Nasional (PKSN)

4 |Simpul Transportasi Suatu tempat yang berfungsi untuk kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar

dan memuat barang, mengatur perjalanan serta tempat perpindahan intramoda dan antarmoda

5 [Track Quality Index (TQl) Output yang dihasilkan pengukuran jalur Kereta Api menggunakan dari kereta ukur berdasarkan
geometrinya

TQl Kategori|  : Kondisi jalur Kereta api “NYAMAN” dapat dilalui dengan kecepatan 100-120 Km/jam
TQI Kategori Il : Kondisi jalur Kereta api “AMAN” dapat dilalui dengan kecepatan 80 - 100 Km/jam
TQI Kategori lll  : Kondisi jalur Kereta api “WASPADA” dapat dilalui dengan kecepatan 60-80 Km/jam
TQl Kategori IV : Kondisi jalur Kereta api “BAHAYA” dapat dilalui dengan kecepatan <60 Km/jam
6 [Sumber Daya Manusia Meliputi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas
Perkeretaapian (SDM pengoperasian prasarana perkeretaapian, awak sarana perkeretaapian, petugas|
Perkeretaapian) penanganan kecelakaan, petugas pemeriksa kecelakaan, petugas analisis kecelakaan, asesor, dan

tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian.

7 |Kecelakaan Kereta Api Kecelakaan kereta api yang dimaksud dalam hal ini adalah kecelakaan KA dengan KA, terguling,
anjlogan dan lain-lain (terbakar dan faktor alam)
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SETDITJEN)

\[e]

SASARAN KEGIATAN

Tersusunnya Kebijakan

Pembinaan dan
Peningkatan

Perkeretaapian

INDIKATOR
KINERJA KEGIATAN
Persentase rekomendasi
kebijakan pembinaan dan
peningkatan konektivitas
perkeretaapian yang telah
ditindaklanjuti

TATA CARA PERHITUNGAN

Perbandingan antara jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti/dilegalkan dengan

jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun 5 tahun terakhir

Persentase rekomendasi kebijakan Jumlah rekomendasi kebijakan yang
pembinaan dan peningkatan sudah ditindaklanjuti/ dilegalkan
konektivitas perkeretaapian yang telah

ditindaklanjuti

X 100%

Jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun 5
tahun terakhir

Terlaksananya Perumusan

Regulasi dan Kebijakan

dalam Penyelenggaraan
Perkeretaapian

dan peraturan perundangan) di

Persentase pencapaian target
legalisasi (Jumlah rancangan

bidang perkeretaapian

Perbandingan antara jumlah capaian legalisasi dibagi dengan jumlah target legalisasi bidang

perkeretaapian
Jumlah capaian legalisasi bidang

Persentase pencapaian
perkeretaapian

Tersedianya SDM
Perkeretaapian yang
Berkompeten dan
Profesional

Persentase ASN Ditjen
Perkeretaapian yang Memiliki

Tertentu

Sertifikat Kompetensi/ Keahlian

target legalisasi (Jumlah
rancan, B X 100%
gan dan peraturan o .
perundangan) di bidang Jumlah target legalisasi bidang perkeretaapian
perkeretaapian 2020-2024
Perbandingan antara jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki kertifikat
kompetensi/keahlian tertentu dibagi dengan jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian
Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian yang
Persentase ASN Ditjen memiliki kertifikat kompetensi/keahlian
Perkeretaapian yan, tertentu
Py X 100%

Memiliki Sertifikat
Kompetensi/ Keahlian
Tertentu

Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SETDITJEN)

INDIKATOR

\[e) SASARAN KEGIATAN TATA CARA PERHITUNGAN
KINERJA KEGIATAN
4, Sistem Informasi dan Persentase Pemenuhan Target | Perbandingan antara realisasi rencana induk TIK bidang perkeretaapian tahun berjalan dibagi
Teknologi yang Andal Rencana Induk Teknologi dengan jumlah (target) rencana induk TIK bidang perkeretaapian tahun 2020-2024
Inf?rma5| dan Komun.lka5| Persentase Pemenuhan Target Realisasi rencana induk TIK bidang
Bidang Perkeretaapian Rencana Induk Teknologi Informasi _ perkeretaapian X 100%
dan Komunikasi _Bidang Jumlah (target) rencana induk TIK bidang
Perkeretaapian perkeretaapian
Dukungan Publik Persentase Pemenuhan Perbandingan antara jumlah publikasi Ditjen Perkeretaapian tahun berjalan dibagi dengan
5. terhadap Ditjen Publikasi Ditjen jumlah (target) publikasi Ditjen Perkeretaapian tahun 2020-2024
Perkeretaapian Perkeretaapian L
Persentase Pemenuhan Target Jumlah P'Ub/lkGSl Ditjen
Rencana Induk Teknologi Informasi _ Perkeretaapian tahun berjalan X 100%
dan Komunikasi .Bidang Jumlah (target) publikasi Ditjen Perkeretaapian
Perkeretaapian tahun 2020-2024
Terwujudnya Good Nilai AKIP Ditjen Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi
6. Governance dan Clean Perkeretaapian penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Perkeretaapian
. Governmt'ent di Tingkat Maturasi SPIP Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh berdasarkan hasil evaluasi
lingkungan Direktorat Direktorat Jenderal pelaksanaan SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP
Jenderal Perkeretaapian .
Perkeretaapian
Persentase Realisasi Perbandingan antara Realisasi realisasi penerimaan PNBP Bidang Perkeretaapian dibagi target
Pendapatan Negara Bukan penerimaan PNBP Bidang Perkeretaapian pada tahun berjalan
Pajak (PNBP) bidang Persentase Realisasi Pendapatan Realisasi penerimaan PNBP
Perkeretaapian Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang = Bidang Perkeretaapian X 100%
Perkeretaapian Target penerimaan PNBP Bidang
Perkeretaapian pada tahun berjalan
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SETDITJEN)

INDIKATOR
\[e] SASARAN KEGIATAN KINERJA KEGIATAN TATA CARA PERHITUNGAN
Persentase kualitas Jumlah persentase realisasi penyerapan anggaran dengan bobot 50% dengan jumlah capaian

pelaksanaan anggaran Ditjen | kinerja output dengan bobot 50%

Perkeretaapian (% ; o A
pian (%) Persentase kualitas Persentase realisasi Persentase realisasi

pelaksanaan anggaran = penyeraan anggaran *  capaian kinerja output
Persentase realisasi penyeraan anggaran :

Persentase realisasi penyeraan Realisasi penyerapan anggaran

anggaran X 100%
Keseluruhan anggaran tahun berjalan

Persentase realisasi capaian kinerja output

Persentase realisasi capaian Realisasi capaian kinerja output
kinerja output - X 100%
Target kinerja output tahun berjalan
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIT. LLAKA)

INDIKATOR
\[e) SASARAN KEGIATAN TATA CARA PERHITUNGAN
KINERJA KEGIATAN
1. Meningkatnya Persentase rekomendasi Perbandingan antara jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti/dilegalkan dengan
KONEKTIVITAS Jaringan kebijakan pembinaan dan  |jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun periode 2020-2024
Perkeretaapian peningkatan konektivitas . N Jurnlah Rekomendasi Kekijakan yg
perkeretaapian yang telah Rasio konektivitas Antar ditindaklanjuti
. L Wilayah = ®100%
ditindaklanjuti Jurrlah Studi Perencanaan yg
disusun
Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti berupa policy brief dan dokumen teknis persetujuan/
penetapan trase (Keputusan Menteri, Berita Acara Evaluasi, Surat Dirjen Perkeretaapian ke
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan & Surat Persetujuan Menteri).
Persentase Pencapaian Perbandingan antara jumlah kerjasama yang telah selesai/ditindaklanjuti dengan target
Kerjasama Pembangunan kerjasama alternatif pembiayaan pembangungan infrastruktur periode 2020-2024
Infrastruktur Perkeretaapian bersentase Pencagaian Juriah Rekomendasi Kerjasama
Kerjasama Pembangunan = o ditindakianjuti ¥ 100%
Infrastruktur Perkeretaapian Target Kerjasama Alernatif
pembiayaan pembangungan
infrastruktur Perkeretaapian
Target kerjasama pembiayaan alternatif pembangunan infrastruktur (SP, OBC,FBC, Renstra,
Proposal Minat Badan Usaha).
2. Meningkatnya KINERJA | Persentase Realisasi Perjalanan

PELAYANAN Lalu Lintas
dan Angkutan Kereta Ap

KA berdasarkan GAPEKA

Perbandingan antara jumlah realisasi frekuensi perjalanan KA dengan jumlah program frekuensi
perjalanan KA yang terdapat dalam GAPEKA pada tahun berjalan.

Jumilah realisasi frekuensi
perjalanan kKA

FPersentase Realisasi
Ferjalanan ka
dibandingkan Grafik
Ferjalanan kA

jumilah program frekuensi *100%

perjalanan KA yang terdapat dalam
GAPEKA pada tahun berjalan
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIT. LLAKA)

SASARAN INDIKATOR
e KEGIATAN KINERJA KEGIATAN PATACARAFERHITUNGAN

Persentase Kedatangan dan |Perbandingan antara jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan KA tepat waktu dan jumlah

Keberangkatan KA tepat waktu | keseluruhan kedatangan dan keberangkatan KA

Jumlah Realisasi kedatangan dan keberangkatan KA

Persentase Capaian On Time tepat waktu pada tahun berjalan
Performance (OTP) sub - x 100%

sektor perkeretaapian Jumlah Keseluruhan kedatangan dan
keberangkatan KA pada tahun berjalan

Pemenuhan Target Angkutan |Penjumlahan antara pemenuhan angkutan penumpang dan pemenuhan angkutan barang dengan bobot
Kereta Api masing-masing 50%

Permenuhantarget _  Pemenuhan
angkutan K = targetangkutan + pemenuhan target
penUmpang angkutan barang

Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari perbandingan antara jumlah akumulatif realisasi
Angkutan Penumpang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dengan Target Pemenuhan
Angkutan Penumpang Kereta Api s.d 2024

Jumlah akumulatit Realisasi
Angkutan Penumpang kereta Api
Pemenuhan Target _ daritahun 2020 5.d tahun berjalan
Angkutan Kereta Api Target Permenuhan Anakufan X 50%
Fenumpang dan Barang Kereta

Apis.d 2024
Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari perbaﬁdingan antara jumlah akumulatif realisasi
Angkutan Barang Kereta Api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dengan Target Pemenuhan Angkutan

Barang Kereta Api s.d 2024
Jumlah akumulatit Realisasi

Angkutan Barang kereta Apidari

Pemanuhan Target tahun 2020 s.d tahun herjalan

Angkutan Kereta Api
Target Pemenuhan Angkutan X 100%

Barang Kereta Api sd 2024
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIT. LLAKA)

INDIKATOR
\[o] SASARAN KEGIATAN TATA CARA PERHITUNGAN
KINERJA KEGIATAN
Pemenuhan NSPK Bidang Perbandingan antara jumlah NSPK yang telah disusun dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang
LLAKA LLAKA sesuai peraturan perundangan.
Jumlah MSPE yang sudah
Femenuhan MSPK bidang disusun pada tahun hetjalan
Frasarana Perkeretaapian = ¥ 100%
Jurlah kebutuhan NSPK hidang
prasarana pperkeretaapian
3. Terwujudnya GOOD Persentase Kualitas Jumlah persentase realisasi penyerapan anggaran dengan bobot 50% dengan jumlah capaian
GOVERNANCE dan CLEAN | Pelaksanaan Anggaran bidang |kinerja output dengan bobot 50%
GOVERNMENT di Lalu Lintas dan Angkutan KA Persertase
X X 5 Fersentase kualtas = realisasi + cpae;?:;ﬂ;irr-iagjfsdt
Lingkungan Direktorat pelaksanaan anggaran peryeraan H ! P
LLAKA angoaran
Persentase realisasi penyeraan anggaran :
Parsentae | } Realisasi penyerapan anggaran 0%
RENYEraan anggaran Keseluruhan anggaran tahun berjalan
Persentase realisasi capaian kinerja output
Perzsertase realisasi Realigasi capaian kinerja output
capaian kinerja output = 50%
Target kinerja output tahun herjalan
Persentase Realisasi Perbandingan antara realisasi penerimaan PNBP dengan target pada tahun berjalan
Pendapatan Negara Bukan o
X i . Fersentase Realisasi Pendapatan Realisas realisas ) FNEP
Pajak (PNBP) bidang Lalu Lintas Megara Bukan Pajak (PNBF) bidang = _oaioad Ballsasi penerimaan < 100%
dan Angkutan KA Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA Target penerimaan PMNBP E_)irel-dorat
Sarana padatahun berjalan
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIT. PRASARANA)

INDIKATOR

NO SASARAN KEGIATAN KINERJA KEGIATAN TATA CARA PERHITUNGAN

1. Meningkatnya Rasio Konektivitas Antar Perbandingan antara jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang
KONEKTIVITAS  Jaringan Wilayah terhubungan dengan jalur KA s.d tahun berjalan dengan rencana PKN/PKW/Simpul
Perkeretaapian Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang akan terhubung dengan Jalur KA sesuai dengan

Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030

Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional
yang terhubungan jalur KA s.d tahun berjalan

Rasio Konektivitas antar
wilayah = PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang
akan terhubung dengan Jalur KA sesuai dengan Rencana Induk

Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030

2. Meningkatnya Kapasitas | Persentase pengoperasian jalur | Perbandingan antara Panjang jalur Kereta Api yang telah diukur menggunakan Kereta Ukur
Prasarana  Mendukung KA yang sesuai dengan TQl |Katergori | dan Il dengan Panjang total Jalur Kereta Api yang diukur per periode dalam tahun

Pelayanan Kategori l dan Il berjalan
Perkeretaapian Panjang jalur KA yang telah diukur

Persentase N .
L kategori | dan Il pada tahun berjalan
pengoperasian jalur KA - X 100%

yang sesuai dengan TQl
Kategori | dan Il

Total panjang jalur KA

3. Meningkatnya Kapasitas Persentase fasilitas operasi |Perbandingan antara jumlah unit fasilitas operasi yang berbasis elektrik dengan jumlah

Prasarana  Mendukung dengan teknologi handal keseluruhan unit fasilitas operasi eksisting
Pelayanan
Perkeretaapian P : fasilit Unit fasilitas operasi vang herhasis
ersemase fastilas elektrik vana dibanguniditinakatkan
operasi dengan teknologi = % 100%
handal jurmiah keselumhan unit fasilitas
operasi
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIT. PRASARANA)

\[e] SASARAN KEGIATAN

4, Meningkatnya
KONEKTIVITAS Jaringan
Perkeretaapian

INDIKATOR
KINERJA KEGIATAN
Persentase prasarana
perkeretaapian yang telah
memiliki sertifikat kelaikan
(jalur, bangunan, fasilitas
operasi)

TATA CARA PERHITUNGAN

Perbandingan antara jumlah prasarana (jalur, bangunan, fasilitas operasi) yang sudah sertifikasi
kelaikan dengan Jumlah kebutuhan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian

Fersentase prasarana
perkeretaapian yang telah
mermniliki sertifikat kelaikan galr, =
hangunan, fasilitas operasi)

jumlah prasarana yang sudah sertifikasi
kelaikan nada tahun berialan

Jumiah kebutuhan sertifikasi #100%

kelaikan prasarana
perkeretaapian 2020 - 2024

5. Meningkatnya
Kehandalan Prasarana
Perkeretaapian

Persentase Pemenuhan
Kebutuhan NSPK bidang
Prasarana Perkeretaapian

Perbandingan antara jumlah NSPK yang sudah disusun s.d tahun berjalan dengan jumlah
kebutuhan NSPK bidang prasarana perkeretaapian sesuai ketentuan peraturan perundangan

Jurnlah NSPK yang sudah

disusun pada tahun berjalan
= ®100%
Jumlah kebutuhan NSPIK bidang

prasarana perkeretaapian s.d Tahun 2024

Fermenuhan MSPK bidang
FPrasarana Perkeretaapian

6. Terwujudnya GOOD
GOVERNANCE dan
CLEAN GOVERNMENT di
Lingkungan Direktorat
Prasarana
Perkeretaapian

Persentase Kualitas
Pelaksanaan Anggaran
Direktorat Prasarana
Perkeretaapian

Jumlah persentase realisasi penyerapan anggaran dengan bobot 50% dengan jumlah capaian
kinerja output dengan bobot 50%

Persentase N

- Persertase realisasi

Fersentase kualtas = realisasi * capalan kinetia output
pelaksanaan anggaran peryeraan
anggaran

Persentase realisasi penyerapan anggaran :

Realisas penyerapan anggaran

= - ¥ al%
Keseluruhan anggaran tahun berjalan

Persertase v
penyeraan anggaran
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIT. PRASARANA)

INDIKATOR
\[e) SASARAN KEGIATAN TATA CARA PERHITUNGAN
KINERJA KEGIATAN
Persentase realisasi capaian kinerja output

Persertase realisasi _ Realisasi capaian kinefja output -

capaian kinefja output Target kinetja autput tahun berjalan
Persentase Realisasi Perbandingan antara realisasi penerimaan PNBP dengan target pada tahun berjalan

Pendapatan Negara Bukan
Pajak (PNBP) bidang prasarana Persentase Realisasi Realisasi realisasi penerimaan PNEP
. Pendapatan Megara Bukan = # 100%
perkeretaapian Pajak (PNEF) hidang Target penerimaan PNBP Direktorat
prasarana Perkeretaapian Frasarana padatahun berjalan
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIT. SARANA)

INDIKATOR
\[e] SASARAN KEGIATAN TATA CARA PERHITUNGAN
KINERJA KEGIATAN
1. Meningkatnya fasilitas Persentase rekomendasi Perbandingan antara jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun dengan jumlah yang sudah
sarana  perkeretaapian kebijakan bidang fasilitas ditindaklanjuti/ dilegalkan pada periode 2020-2024
mendukung konektivitas sarana yang telah Jurriah rekomendasi kebijakan
ditindaklanjuti Persentase rekomendasi yang disusun
kehijakan bidang fasiltas #100%
sarana yang telah Jurriah yang sudah
aitindaklanjuti ditindaklanjutil dilegalkan
2. Meningkatnya kapasitas | Pemenuhan sarana penugasan |Perbandingan antara jumlah realisasi revitalisasi sarana penugasan dengan total sarana
sarana mendukung untuk pelayanan penugasan untuk pelayanan perkeretaapian
pelayanan perkeretaapian Jumlzh realisasisarana
perkeretaapian Pemenuhan sarana penugasan untuk pelayanan
penugasan untuk _
pelayanan perkeretaapian #100%
yang telah ditindaklanjuti Total sarana penugasan gntuk
pelayanan perkeretaapian
3. Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan sarana | Perbandingan antara realisasi pengadaan dan pengoperasian Sarana Milik Negara dengan jumlah
Kehandalan Sarana | perkeretaapian milik negara |total pengadaan dan pengoperasian Sarana Milik Negara secara keseluruhan (tahun 2021 s.d
Perkeretaapian 2024)
Jumlah realisasi pengadaan dan pengoperasian
Pemenuhan kebutuhan Sarana Milik Megara pada tahun berjalan
sarana perkeretaapian = ¥100%
rrilik negara Jumlah pengadaan dan pengoperasian
Sarana Milik Megara 2020 - 2024
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIT. SARANA)

INDIKATOR
\[e] SASARAN KEGIATAN KINERJA KEGIATAN TATA CARA PERHITUNGAN
Persentase sarana Perbandingan antara jumlah sarana yang sudah sertifikasi kelaikan dengan jumlah kebutuhan

perkeretaapian yang telah sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian
memiliki sertifikat kelaikan jurniah sarana yang sudah sertifikasi
Parmenuban kebutuhan kelaikan pada tahun berjalan

sarana perkeretaapian ~ L ) A 100%
milik negara Jumlah kehutuhan sertifikasi kelaikan

sarana perkeretaapian 2020 - 2024

Persentase sarana Perbandingan antara jumlah sarana yang dilakukan rampcheck hasil baik/temuan minor dengan

perkeretaapian yang dilakukan |jumlah sarana yang dilakukan rampcheck
Rampcheck dengan hasil baik/ Jumnlah sarana yang dilakukan

temuan minor ; rarnocheck hasil baikitermuan
Persentase sarana perkeretaapian minor pada tahun beralan

vang dilakukan Rampcheck dengan
hasil baiki temuan minar = # 100%
Jumlah sarana yang dilakukan
rampcheck pada tahun herjalan

Pemenuhan NSPK bidang Perbandingan antara jumlah NSPK yang sudah disusun dengan jumlah kebutuhan NSPK sesuai

Sarana Perkeretaapian amanah peraturan perundangan
Jumlah MEPK vang sudah disusun
Permenutian NSPK bidang pada tahun berjalan
Sarana Perkeretaanian = H100%

Jumlah kehutuhan MSPK hidang
sarana pperkeretagpian
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIT. SARANA)

INDIKATOR

NO SASARAN KEGIATAN KINERJA KEGIATAN TATA CARA PERHITUNGAN
Terwujudnya GOOD Persentase Kualitas Jumlah persentase realisasi penyerapan anggaran dengan bobot 50% dengan jumlah capaian
GOVERNANCE dan CLEAN | Pelaksanaan Anggaran bidang |kinerja output dengan bobot 50%
. GOVERNMFNle sarana perkeretaapian Corcontace kultas - P?é:ﬁ;ﬁai?e . Persertos realisasi
Lingkungan Direktorat pelaksanaan anggaran penyeraan capaian kinerja output
Sarana Perkeretaapian anggaran

Persentase realisasi penyeraan anggaran :
Realisas penyerapan anggaran

Persentase real - % E0%
penyeraan anggaran Keseluruhan anggaran tahun berjalan
Persentase realisasi capaian kinerja output
Fersentase realisasi _ Realisasi capaian kinerja output op—
Eapaian kinatja outpit Target kinetja output tahun berjalan
Persentase Realisasi Perbandingan antara realisasi penerimaan PNBP dengan target pada tahun berjalan
Pendapatan Negara Bukan
Pajak (PNBP) bidang sarana Persentase Realisasi Pendapatan Reaisas realisasi ) PNBR
erkeretaapian Negara Bukan Pajak (PNBF) hidang = _ o oioad [eallsas penerimaan w1005
p pi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA Target penerimaan PHNBF Direktorat

Sarana padatahun herjalan
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIT. KESELAMATAN)

\[e) SASARAN KEGIATAN

1. Meningkatnya
Keselamatan Dalam
Penyelenggaraan
Transportasi
Perkeretaapian

INDIKATOR
KINERJA KEGIATAN
Persentase Penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan
Perkeretaapian (SMKP)

TATA CARA PERHITUNGAN

Perbandingan realisasi penerapan SMKP pada operator Perkeretaapian pada tahun berjalan dengan

target pemenuhan kriteria SMKP pada tahun berjalan

Realisasi penerapan SMKP O peratar

Persentase Fenerapan Sistemn 1 >
perkeretaapian pada tahun berjalan

M anajemen Keselamatan

Perkeretaapian (S kF) H 100%

KHdteria SMKP pada tahun herjalan

Persentase Sertifikat
Kompetensi Regulator
Perkeretaapian (TEKNIS)

Perbandingan jumlah realisasi sertifikat kompetensi SDM regulator perkeretaapian pada tahun
berjalan dengan jumlah target SDM regulator perkeretaapian pada tahun berjalan

Realizasi serifikat kompetensi SDM regulator
nerkeretaapian pada tahun herjalan

Fersentase Serifikat
Kompetensi Regulator =

Perkeretaapian (TEKMIS) ¥ 100%

jumlah target SDM regulator
pekeretaapin pada tahun berjalan

Presentase Sertifikat
Kompetensi Operator
Perkeretaapian (TEKNIS)

Perbandingan jumlah realisasi sertifikat kompetensi SDM operator perkeretaapian pada tahun
berjalan dengan jumlah target SDM operator perkeretaapian pada tahun berjalan

Realisasi serifikat kampetensi SOM operator

Presentase Serifikat perkeretaapian pada tahun bertjalan

Kompetensi Operatar =
Ferkeretaapian (TEKMS)

¥ 100%
Jumlah target SDM operator

petkerstaapian pada tahun berjalan

Persentase rekomendasi
keamanan dan keselamatan
yang menjadi kebijakan
stakehoder/ sudah
diimplementasikan/
ditindaklanjuti

Perbandingan antara jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun dengan jumlah yang sudah
ditindaklanjuti/ dilegalkan pada periode 2020-2024

Persentase rekomendasi keamanan
dan keselamatan yang menjadi
kebijakan stakeholderisudah =
dimplementasikan’ ditindaklanjuti

Jumlah yang sudah

ditindaklanjutis dilegalkan
X 100%

Jumlzh rekomendasi kehijakan
yang disusun
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIT. KESELAMATAN)

INDIKATOR
N ASARAN KEGIATAN TATA CARA PERHITUNGAN
e o s KINERJA KEGIATAN < gNe
Persentase Rumusan NSPK | Perbandingan antara jumlah NSPK yang telah disusun dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang sarana
Bidang Keamanan dan sesuai ketentuan peraturan perundangan
X Jurrlah MSPK yang sudah

Keselamatan Perkeretaapian disusun pada tahun berjalan

Fersentase Rumusan MSPIK
Bidang Keamanan dan = #100%

Keszelamatan Perkerstaapian Jurmlah kehutuhan NSPK hidang

keamanan dan keselamatan
perkeretaapian

Persentase sertifikat akreditasi | Perbandingan antara realisasi sertifikat akeditasi lembaga pendidikan perkeretaapian pada tahun

lembaga perkeretaapian berjalan dengan jumlah target sertifikat akeditasi lembaga pendidikan perkeretaapian pada tahun
berjalan Realisasi settifikat lermbaga pendidikan
petkeretaapian pada tahun berjalan
Fersertase sedifikat = 100%
akreditasi lembaga Jumlahtarget sertifikat akeditasi
perkeretaanian lerrbaga pendidikan parkeretaapian
pada tahun berjalan perkeretaapian
2. Terwujudnya good Persentase kualitas Jumlah persentase realisasi penyerapan anggaran dengan bobot 50% dengan jumlah capaian kinerja
governance dan clean pelaksanaan anggaran output dengan bobot 50%
overnment di Dit.Keselamatan
i g | 3 t Kualt _ Persertase Persertase realisasi
lingkungan Direktorat ersentase kualtas = realizasi * capaian kinerja output
pelaksanaan anggaran Pemeraan
Keselamatan angoaran

Perkeretaapian -
Persentase realisasi penyerapan anggaran :

Parsert Realisas penyerapan anggaran
ersentase f - W E0%

PeEnyeraan anggaran Keseluruhan anggaran tahun berjalan
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIT. KESELAMATAN)

INDIKATOR
\[e) SASARAN KEGIATAN KINERJA KEGIATAN TATA CARA PERHITUNGAN

Persentase realisasi capaian kinerja output

Persertase realisasi _ Realisasi capaian kinerja output

capaian kinerja output H 0%

Target kinetja output tahun berjalan

Persentase Pemenuhan Target | Perbandingan antara realisasi penerimaan PNBP dengan target pada tahun berjalan
Perolehan Pendapatan Negara

Bukan Pajak (PNBP) Bidang Realisas penetimaan PMNBP
Perkeretaapian D|re§;:sér§e::é?;?]atan
Fersentase pemenuhan target
perolehan Pendapatan = X 100%
Megara Bukan Pajak (PNBP) Tatget peretirraan PNER
bidang Ferkeretaapian Direktorat Keselamatan pada
tahun berialan
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BTP)

NO

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya
KONEKTIVITAS prasarana
di wilayah Balai Teknik
Perkeretaapian

INDIKATOR
KINERJA KEGIATAN
Rasio Konektivitas Antar
Wilayah

TATA CARA PERHITUNGAN

Perbandingan antara wilayah yang telah ditetapkan sebagai
PKN/PKW/PKSN/KSN/Pelabuhan/Bandara dan sudah terhubung dengan jalur KA sampai dengan
tahun berjalan dengan keseluruhan wilayah PKN/PKW/PKSN/KSN/ Pelabuhan/Bandara yang ada
di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian selama periode RIPNAS 2030

Jumlah wilayah yang telah ditetapkan sebagai
PKN/PKW/PKSN/KSN/ Pelabuhan/Bandara dan sudah terhubung
Rasio Konektivitas dengan jalur KA s.d tahun berjalan
Wilayah Kerja Balai =

Teknik Perkeretaapian

X 100%

Target PKN/PKW/PKSN/KSN/ Pelabuhan/Bandara yang akan
terhubung jalur KA di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian
selama periode RIPNAS 2030

Meningkatnya

KAPASITAS prasarana
mendukung  pelayanan
kereta api di wilayah
Balai Teknik

Persentase pengoperasian jalur
KA yang sesuai dengan TQl
Kategori I dan Il

Perbandingan antara panjang jalur Kereta Api yang telah diukur menggunakan Kereta Ukur
Katergori | dan Il dengan Panjang total Jalur Kereta Api yang diukur per periode dalam tahun
berjalan

Persentase pengoperasian
jalur KA yang sesuai dengan

TQl Kategori | dan Il di =
Wilayah Kerja Balai Teknik

Panjang jalur KA yang telah diukur
kategori | dan I

X 100%
Total panjang jalur KA

Persentase fasilitas operasi

dengan teknologi handal di

Wilayah Kerja Balai Teknik
Perkeretaapian

Perbandingan antara JUMLAH unit fasilitas operasi yang berbasis elektrik dengan jumlah
keseluruhan unit fasilitas operasi eksisting

Persentase fasilitas Jumlah unit fasilitas operasi yang

operasi dengan berbasis elektrik
teknologi handal di = X
Wilayah Kerja Balai

Teknik Perkeretaapian

100%

Jumlah keseluruhan unit fasilitas operasi
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BTP)

INDIKATOR
)\ ASARAN KEGIATAN TATA CARA PERHITUNGAN
0 SAS e KINERJA KEGIATAN ¢ uneG
3. Meningkatnya KINERJA| Pemenuhan target angkutan |Penjumlahan antara pemenuhan angkutan penumpang dan pemenuhan angkutan barang dengan
PELAYANAN lalu lintas | KA di wilayah kerja Balai Teknik | bobot masing-masing 50%
dan angkutan kereta api i
g p Perkeretaapian Pemenuhan target Pemenuhan target

di wilayah Balai Teknik angkutan KA di wilayah angkutan penumpang +
kerja Balai Teknik

pemenuhan target
angkutan barang

Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari perbandingan antara jumlah akumulatif
realisasi Angkutan Penumpang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dengan Target
Pemenuhan Angkutan Penumpang Kereta Api s.d 2024

Jumlah akumulatif Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari

Pemenuhan Target tahun 2020 s.d tahun berjalan 5
Angkutan Penumpang = X 100%
Kereta Api Target Pemenuhan Angkutan Penumpang Kereta Api s.d 2024

Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari perbandingan antara jumlah akumulatif
realisasi Angkutan Barang Kereta Api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dengan Target
Pemenuhan Angkutan Barang Kereta Api s.d 2024

Jumlah akumulatif Realisasi Angkutan
Barang Kereta Api dari tahun 2020 s.d tahun

Pemenuhan Target berjalan
Angkutan Barang Kereta = X 100%
Api Target Pemenuhan Angkutan Barang

Kereta Api s.d 2024
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BTP)

INDIKATOR
NO SASARAN KEGIATAN KINERJA KEGIATAN TATA CARA PERHITUNGAN

Persentase Realisasi Perjalanan | Perbandingan antara realisasi perjalanan KA perintis pada tahun berjalan dengan target
KA Perintis di Wilayah Kerja |perjalanan KA perintis pada tahun berjalan

Balai Teknik Perkeretaapian
Persentase Realisasi Perjalanan

KA Perintis di Wilayah Kerja Realisasi perjalanan KA perintis pada tahun berjalan

i i X 100%
Balai Teknik Perkeretaapian Target perjalanan KA perintis pada tahun berjalan
4, Meningkatnya Persentase penurunan Perbandingan antara selisih kejadian kecelakaan tahun berjalan dan kejadian kecelakaan tahun
KESELAMATAN kecelakaan kereta api di sebelumnya dengan kejadian kecelakaan tahun sebelumnya di Wilayah Balai Teknik
transportasi kereta api di wilayah kerja Balai Teknik | Perkeretaapian
Wllayah B.alal Teknik PerkerEtaapian Persentase penurunan Selisih kejadian kecelakaan tahun
Perkeretaapian kecelakaan kereta api di berjalan dan kejadian kecelakaan tahun
wilayah kerja Balai = sebelumnya X 100%

Teknik Perkeretaapian Kejadian kecelakaan tahun sebelumnya

Keterangan :

¢ Jenis kecelakaan yang dlakukang penghitungan antara lain tabrakan KA dengan KA, Anjlokan,
Terguling, Terbakar

¢ Jika tahun sebelumnya tidak terjadi kecelakaan, maka target 2021 adalah 0 kecelakaan (100%)

5. | Terwujudnya Good Persentase kualitas Jumlah persentase realisasi penyerapan anggaran dengan bobot 50% dengan jumlah capaian
Governance dan Clean | pelaksanaan anggaran Balai |kinerja output dengan bobot 50%
Government di Teknik Perkeretaapian
Lingkungan Balai Teknik Persentase kualitas Persentase realisasi Persentase realisasi
Perkeretaapian pelaksanaan anggaran = penyeraan anggaran *  capaian kinerja output
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BTP)

INDIKATOR
NO SASARAN KEGIATAN KINERJA KEGIATAN TATA CARA PERHITUNGAN

Persentase realisasi penyerapan anggaran :

Persentase realisasi penyeraan Realisasi penyerapan anggaran

anggaran X 100%
Keseluruhan anggaran tahun berjalan

Persentase realisasi capaian kinerja output

Persentase realisasi capaian Realisasi capaian kinerja output
kinerja output B X 100%
Target kinerja output tahun berjalan
Persentase Realisasi Perbandingan antara realisasi penerimaan PNBP dengan target pada tahun berjalan

Pendapatan Negara Bukan

Pajak (PNBP) bidang Balai Persentase Realisasi Realisasi realisasi penerimaan PNBP

. . Pendapatan Negara Bukan
Teknik perkeretaapian Pajak (PNBP) Balai Teknik = X 100%

perkeretaapian Target penerimaan PNBP Balai Teknik

Perkeretaapian pada tahun berjalan
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BALAI PENGUJIAN)

INDIKATOR
NO SASARAN KEGIATAN TATA CARA PERHITUNGAN
KINERJA KEGIATAN

1. Meningkatnya Pemenuhan pengujian kelaikan | Perbandingan antara jumlah sarana perkeretaapian yang dilakukan pengujian dengan jumlah

KEHANDALAN sarana sarana perkeretaapian kebutuhan/target pengujian sarana perkeretapaaian sesuai Renstra 2020-2024

perkeretaapian

Pemenuhan pengujian Realisasi sarana perkeretaapian yang dilakukan pengujian
kelaikan sarana = x 100%
perkeretaapian Target Pengujian Sarana Perkeretaapian 2020-2024

2. Meningkatnya Pemenuhan pengujian Perbandingan antara jumlah SDM perkeretaapian dilakukan pengujian dengan jumlah

KOMPETENSI SDM kompetensi SDM kebutuhan/target kompetensi SDM perkeretaapian sesuai Renstra 2020-2024

Perkeretaapian i

P perkeretaapian Pemenuhan pengujian Realisasi SDM Perkeretaapian yang
kompetensi SDM dilakukan pengujian
perkeretaapian = X 100%
Target SDM perkeretaapian yang
dilakukan pengujian 2020-2024

3. Meningkatnya Pemenuhan pengujian kelaikan | Perbandingan antara jumlah prasarana vyang dilakukan pengujian dengan jumlah

KEHANDALAN prasarana prasarana perkeretaapian | kebutuhan/target pengujian prasarana sesuai Renstra 2020-2024

perkeretaapian

Pemenuhan pengujian Realisasi prasarana perkeretapian yang
kelaikan prasarana dilakukan pengujian o
perkeretaapian = X 100%
Target prasarana perkeretaapian yang dilakukan
pengujian 2020-2024
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BALAI PENGUJIAN)

INDIKATOR
NO SASARAN KEGIATAN TATA CARA PERHITUNGAN
KINERJA KEGIATAN
4, Terwujudnya GOOD Persentase kualitas Perbandingan antara jumlah sarana perkeretaapian yang dilakukan pengujian dengan jumlah
GOVERNANCE dan pelaksanaan anggaran Balai |kebutuhan/target pengujian sarana perkeretapaaian
CLEAN GOVERNMENT di Pengujian Perkeretaapian _
Lingkungan Balai PleLsentase kualitas ~ Persentase realisasi . Pers'enta'se r.ealisasi
Pengujian pelaksanaan anggaran penyeraan anggaran capaian kinerja output
Perkeretaapian -
Persentase realisasi penyeraan anggaran :
Persentase realisasi _ Realisasi penyerapan anggaran
penyerapan anggaran B X 100%
Keseluruhan anggaran tahun berjalan
Persentase realisasi capaian kinerja output
Persentase realisasi capaian Realisasi capaian kinerja output
kinerja output B X 100%
Target kinerja output tahun berjalan
Persentase Realisasi Perbandingan antara realisasi penerimaan PNBP dengan target pada tahun berjalan
Pendapatan Negara Bukan
Pajak (PNBP) Balai P " Persentase Realisasi Realisasi realisasi penerimaan PNBP
aja alal Fengujian Pendapatan Negara Bukan
Perkeretaapian Pajak (PNBP) Balai Teknik = X 100%
perkeretaapian Target penerimaan PNBP Balai Teknik
Perkeretaapian pada tahun berjalan
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BALAI PERAWATAN)

INDIKATOR
NO SASARAN KEGIATAN TATA CARA PERHITUNGAN
KINERJA KEGIATAN
1. Meningkatnya Persentase sarana Perbandingan jumlah sarana yang siap operasi dan jumlah seluruh sarana milik negara
Kehandalan Sarana perkeretaapian milik negara
Perkeretaapian yang siap operasi Persentase sarana Jumlah realisasi sarana yang dilakukan
perkeretaapian milik perawatan/siap operasi
negara yang siap I X 100%
operasi Jumlah seluruh sarana milik negara
2. Terwujudnya GOOD Persentase kualitas Jumlah persentase realisasi penyerapan anggaran dengan bobot 50% dengan jumlah capaian
GOVERNANCE dan pelaksanaan anggaran Balai |kinerja output dengan bobot 50%
CLEAN GOVERNMENT di Perawatan Perkeretaapian ) o
Lingkungan Balai Persentase kualitas Persentase realisasi Persentase realisasi
pelaksanaan anggaran = penyeraan anggaran ¥ capaian kinerja output

Pengujian

Perkeretaapian -
Persentase realisasi penyerapan anggaran :

Persentase realisasi penyeraan Realisasi penyerapan anggaran

anggaran B X 100%
Keseluruhan anggaran tahun berjalan

Persentase realisasi capaian kinerja output

Persentase realisasi capaian Realisasi capaian kinerja output
kinerja output B X 100%
Target kinerja output tahun berjalan

-z - B ;|



Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BPKARSS)

INDIKATOR
\[o] SASARAN KEGIATAN KINERJA KEGIATAN TATA CARA PERHITUNGAN
1. Meningkatnya KINERJA Pemenuhan Target Angkutan |Pemenuhan target angkutan penumpang Kereta Api Ringan Sumatera Selatan diperoleh dari
PELAYANAN sarana dan Kereta Api Ringan Sumatera |perbandingan antara jumlah akumulatif realisasi Angkutan Penumpang kereta api pada tahun
prasarana transportasi Selatan 2020 s.d tahun berjalan dengan Target Pemenuhan Angkutan Penumpang Kereta Api sesuai
Kereta Api Ringan di renstra periode 2020-2024
wilayah Balai Pengelola
Kereta Api Ringan Pemenuhan Target Jumlah akumulatif Realisasi Angkutan Penumpang
Sumatera Selatan Angkutan Kereta Api = Kereta Api dari tahun 2020 s.d tahun berjalan X 50%
Ringan Sumatera
Selatan Target Pemenuhan Angkutan Penumpang

Kereta Api s.d 2024

Perbandingan antara realisasi dan target dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat berupa
Indeks Kepuasan Masyarakat | o
indeks kepuasan masyarakat (nilai 1-5)

OTP LRT Sumatera Selatan Perbandingan antara jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan LRT tepat waktu dan jumlah
keseluruhan kedatangan dan keberangkatan LRT Sumatera Selatan

Jumlah Realisasi kedatangan dan

Persentase kedatangan da_n keberangkatan LRT Sumsel tepat waktu X 100%
keberangkatan kereta api

ringan sumatera selatan
tepat waktu

Jumlah Keseluruhan kedatangan dan
keberangkatan LRT Sumatera Selatan
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BPKARSS)

INDIKATOR
NO SASARAN KEGIATAN TATA CARA PERHITUNGAN
KINERJA KEGIATAN
2. Meningkatnya Persentase Gangguan Perbandingan antara realisasi/penyelesaian tindak lanjut terhadap gangguan keamanan yang
Kehandalan Prasarana Operasional Kereta Api Ringan |terjadi baik operasi, sarana dan prasarana
Perkeretaapian Sumatera Selatan yang selesai Persentase Gangguan Realisasi Gangguan Operasional Kereta Api Ringan Sumatera
ditindaklanjuti Operasional Kereta Api = Selatan yang selesai ditindaklanjuti x 100%
Ringan Sumatera
SeIaFa_n yang 5_‘3“?55“ Jumlah Gangguan Operasional Kereta Api Ringan Sumatera
ditindaklanjuti Selatan yang selesai
3 Terwujudnya GOOD Persentase kualitas Jumlah persentase realisasi penyerapan anggaran dengan bobot 40% dengan jumlah capaian
GOVERNANCE dan pelaksanaan anggaran Balai |kinerja output dengan bobot 60%
CLEAN GOVERNMENT di i
; . Perawatan Perkeretaapian Persentase kualitas Persentase realisasi Persentase realisasi
Lingkungan Balai - + S
pelaksanaan anggaran penyeraan anggaran capaian kinerja output

Pengujian
Perkeretaapian -
Persentase realisasi penyeraan anggaran :

Persentase realisasi penyeraan Realisasi penyerapan anggaran

anggaran B X 100%
Keseluruhan anggaran tahun berjalan

Persentase realisasi capaian kinerja output

Persentase realisasi capaian Realisasi capaian kinerja output
kinerja output B X 100%
Target kinerja output tahun berjalan
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BPKARSS)

INDIKATOR
NO SASARAN KEGIATAN KINERJA KEGIATAN TATA CARA PERHITUNGAN
Persentase Realisasi Perbandingan antara realisasi penerimaan PNBP dengan target pada tahun berjalan

Pendapatan Negara Bukan

Pajak (PNBP) Balai Pengelola Persentase Realisasi

Pendapatan Negara

Kereta Api Ringan Sumatera Bukan Pajak (PNBP) B Realisasi realisasi penerimaan PN6P 100%
0
Selatan Balai Pengelola Kereta ] X
Api Ringan Sumatera Target penerimaan PNBP BPKARSS

Selatan pada tahun berjalan
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BPKA SULSEL)

NO

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA KEGIATAN

Meningkatnya
KONEKTIVITAS prasarana
perkeretaapian

Rasio Konektivitas Wilayah
Kerja Balai Pengelola Kereta
Api Sulawesi Selatan

TATA CARA PERHITUNGAN

Perbandingan antara wilayah yang telah ditetapkan sebagai
PKN/PKW/PKSN/KSN/Pelabuhan/Bandara dan sudah terhubung dengan jalur KA sampai dengan
tahun berjalan dengan keseluruhan wilayah PKN/PKW/PKSN/KSN/ Pelabuhan/Bandara yang ada
di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian selama periode RIPNAS 2030

Jumlah wilayah yang telah ditetapkan sebagai
PKN/PKW/PKSN/KSN/ Pelabuhan/Bandara dan sudah terhubung
Rasio Konektivitas dengan jalur KA s.d tahun berjalan
Wilayah Kerja Balai =

Pengelola Kereta Api

X 100%

Target PKN/PKW/PKSN/KSN/ Pelabuhan/Bandara yang akan
terhubung jalur KA di wilayah Balai Pengelola Kereta Api selama
periode RIPNAS 2030

Meningkatnya
KAPASITAS prasarana
mendukung  pelayanan
kereta api di wilayah
Balai Pengelola Kereta
Api Sulawesi Selatan

Persentase pengoperasian jalur
KA yang sesuai dengan TQl
Kategori | dan Il di Wilayah
Kerja Balai Pengelola Kereta

Api Sulawesi Selatan

Perbandingan antara panjang jalur Kereta Api yang telah diukur menggunakan Kereta Ukur
Katergori | dan Il dengan Panjang total Jalur Kereta Api yang diukur per periode dalam tahun
berjalan
Persentase pengoperasian jalur
KA yang sesuai dengan TQl

Kategori | dan Il di Wilayah Kerja =
Balai Pengelola Kereta Api

Panjang jalur KA yang telah diukur
kategori | dan Il

X 100%
Total panjang jalur KA

Persentase fasilitas operasi
dengan teknologi handal di
Wilayah Kerja Balai Pengelola
Kereta Api Sulawesi Selatan

Perbandingan antara JUMLAH unit fasilitas operasi yang berbasis elektrik dengan jumlah
keseluruhan unit fasilitas operasi eksisting

Persentase fasilitas Jumlah unit fasilitas operasi yang

operasi dengan berbasis elektrik
teknologi handal di = X
Wilayah Kerja Balai

Pengelola Kereta Api

100%

Jumlah keseluruhan unit fasilitas operasi
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BPKA SULSEL)

NO

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya KINERJA
PELAYANAN lalu lintas
dan angkutan KA di
wilayah Balai Pengelola
Kereta  Api  Sulawesi
Selatan

INDIKATOR
KINERJA KEGIATAN
Pemenuhan target angkutan
KA Sulawesi Selatan

TATA CARA PERHITUNGAN

Penjumlahan antara pemenuhan angkutan penumpang dan pemenuhan angkutan barang dengan
bobot masing-masing 50%
Pemenuhan target

angkutan KA di wilayah
kerja Balai Teknik

Pemenuhan target

pemenuhan target
angkutan penumpang  +

angkutan barang

Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari perbandingan antara jumlah akumulatif
realisasi Angkutan Penumpang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dengan Target
Pemenuhan Angkutan Penumpang Kereta Api s.d 2024

Jumlah akumulatif Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari

Pemenuhan Target tahun 2020 s.d tahun berjalan
- X 100%

Angkutan Penumpang =
Kereta Api Target Pemenuhan Angkutan Penumpang Kereta Api s.d 2024

Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari perbandingan antara jumlah akumulatif
realisasi Angkutan Barang Kereta Api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dengan Target
Pemenuhan Angkutan Barang Kereta Api s.d 2024

Jumlah akumulatif Realisasi Angkutan
Barang Kereta Api dari tahun 2020 s.d tahun

Pemenuhan Target berjalan
Angkutan Barang Kereta = X 100%
Api Target Pemenuhan Angkutan Barang

Kereta Api s.d 2024
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BPKA SULSEL)

INDIKATOR
[\[o] SASARAN KEGIATAN KINERJA KEGIATAN TATA CARA PERHITUNGAN
Indeks Kepuasan Masyarakat |Perbandingan antara realisasi dan target dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat berupa

indeks kepuasan masyarakat (nilai 1-5)

Persentase Kedatangan dan |Perbandingan antara jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan Kereta Api Sulawesi Selatan
Keberangkatan Kereta Api | Tepat Waktu dan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan Kereta Api Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan Tepat Waktu

Jumlah Realisasi kedatangan dan

Persentase kedatangan dan keberangkatan LRT Sumsel tepat waktu X 100%
keberangkatan kereta api

ringan sumatera selatan
tepat waktu

Jumlah Keseluruhan kedatangan dan
keberangkatan LRT Sumatera Selatan

4 Meningkatnya Persentase penurunan Perbandingan antara selisih kejadian kecelakaan tahun berjalan dan kejadian kecelakaan tahun
KESELAMATAN kecelakaan kereta api di sebelumnya dengan kejadian kecelakaan tahun sebelumnya di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api
transportasi kereta api di | wilayah kerja Balai Pengelola |syjawesi Selatan

wilayah Balai Pengelola | Kereta Api Sulawesi Selatan

Kereta  Api  Sulawesi Persentase penurunan Selisih kejadian kecelakaan tahun
Selatan kecelakaan kereta api di berjalan dan kejadian kecelakaan tahun
wilayah kerja Balai = sebelumnya X 100%

Pengelola Kereta Api

. Kejadian kecelakaan tahun sebelumnya
Sulawesi Selatan

Keterangan :

* Jenis kecelakaan yang dlakukang penghitungan antara lain tabrakan KA dengan KA, Anjlokan,
Terguling, Terbakar

* Jika tahun sebelumnya tidak terjadi kecelakaan, maka target 2021 adalah 0 kecelakaan (100%)
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Lanjutan... (KAMUS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BPKA SULSEL)

INDIKATOR
NO SASARAN KEGI KINERJA KEGIATAN TATA CARA PERHITUNGAN

5. Terwujudnya GOOD Persentase Realisasi Perbandingan antara realisasi penerimaan PNBP dengan target pada tahun berjalan
GOVERNANCE dan Penerimaan Negara Bukan o
. Persentase Realisasi
C_LEAN GOVERNMENTd' Pajak (PNBP) Balai Pengelola Pendapatan Negara . realisasi realisasi ) oNEP
Lingkungan Balai Kereta Api Sulawesi Selatan Bukan Pajak (PNBP) ealsasireallsast penerimaan X 100%
i Balai Pengelola Kereta
Pengujian . ApiIRingagn Sumatera Target penerimaan PNBP BPKARSS
Perkeretaapian pada tahun berjalan
Selatan
Persentase kualitas Jumlah persentase realisasi penyerapan anggaran dengan bobot 50% dengan jumlah capaian
pelaksanaan anggaran Balai |kinerja output dengan bobot 50%
Pengelola Kereta Api Sulawesi Persentase kualitas Persentase realisasi Persentase realisasi
Selatan pelaksanaan anggaran = penyeraan anggaran + capaian kinerja output
Persentase realisasi penyerapan anggaran :
Persentase realisasi _ Realisasi penyerapan anggaran
penyerapan anggaran - X 100%
Keseluruhan anggaran tahun berjalan
Persentase realisasi capaian kinerja output
Persentase realisasi capaian Realisasi capaian kinerja output
kinerja output - X 100%
Target kinerja output tahun berjalan
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Lanjutan ... (RUMUS PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA)

1. Makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja maka

menggunakan rumus A:

Realisasi

Capaian Kinerja = l l X 100%

Target
2. Makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

maka menggunakan rumus B:

Target — (Realisasi — Target
Capaian Kinerja = (Targ ( get) x 100%
Target

3. Nilai capaian kinerja minimal adalah 0%

Sumber : Permenhub No. PM 85 tahun 2020
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C. PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

e Permenhub Nomor PM.69 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan UNIT KERJA ESELON I / Il / SATUAN KERJA
Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas p—
Kinerja di Lingkungan Kementerian .“.“

|
Perhubungan

N\ o4

RENCANA KINERJA TAHUNAN

e Permenhub Nomor PM 85 Tahun 2020 \

MerUpa_kan penjabaran dari Rencana_ UNIT KERJA ESELON I / 11 / SATUAN KERJA
Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja TAHUN 20XX
(Renja) sebagai dasar dalam rangka_ - op—— S R .
penyusunan Dokumen Rencana Kerja o ngram{é;fegiatm = N =

|

dan Anggaran Kementerian/Lembaga
(RKA-K/L) dan Dokumen Perjanjian
Kinerja (PK)

@ Disusun paling lambat 1 bulan PIMPINAN UNIT KERJA (6)
=== sebelum tahun anggaran
berjalan. ( (7 )

@ Dapat direvisi atau dilakukan
““““““ ~ penyesuaian terhadap Renstra
yang telah direvisi/disesuaikan
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Lanjutan... (FORMAT RKT)

Sasaran
Strategis/

RENSTRA

No Sasaran Strategis indikator Satuan Target
Yinerja

1 (2) 3) ) ©)

RKT
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Lanjutan ... (OUTLINE RKT)

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel BAB | PENDAHULUAN

Daftar Gambar 1.1 Dasar Hukum

1.2 Latar Belakang

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Organisasi dan Tusi Ditjen Perkeretaapian

BAB Il RENCANA STRATEGIS
2.1 Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional
2.2 Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Perhubungan

2.2.1 Visi

2.2.2 Misi

2.2.3 Tujuan

2.2.4 Sasaran Strategis
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Lanjutan ... (OUTLINE RKT)

2.3 Visi, Misi, dan Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2.3.1 Visi
2.3.2 Misi
2.3.3 Tujuan dan Sasaran
2.3.4 Arah Kebijakan dan Strategi
2.3.5 Target Kinerja
2.4 Rencana Kerja (RENJA)

BAB IIl KONDISI/CAPAIAN PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN
3.1 Evaluasi Pembiayaan/Pendanaan

3.2 Capaian Pembangunan Perkeretaapian

3.3 Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan (IKP/IKK)

3.4 Capaian Output Unit Kerja

BAB IV RENCANA KINERJA TAHUNAN
4.1 Isu-lsu Strategis Pembangunan Perkeretaapian
4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Perkeretaapian
4.3 Program Prioritas Pembangunan Perkeretaapian
4.4 Target Indikator Kinerja Program/Kegiatan

4.5 Rencana Kinerja

BAB V PENUTUP
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D. PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA) adalah Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi
dokumen rencana keuangan tahunan yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian / Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan No.208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasioanl No.5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Tahun 2020-2024

Peraturan Menteri Perhubungan No0.80 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian
Perhubungan tahun 2020-2024

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 186 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran

Peraturan Direktur Jenderal Perkekretaapian No.HK.207/SK.32/DJKA/ 2018 tentang Pedoman
Kompoisisi Kebutuhan Personil dan Non Personil Jasa Konsultansi di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perkeretaapian

Surat Edaran Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: UM.006/A.589/DJKA/X/19 tentang Tata
Cara Pengusulan Kegiatan Swakelola pada Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Perkeretaapian
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Lanjutan... (HUBUNGAN DOK. PERENCANAAN & PENGANGGARAN)

Pemerintah menentukan prioritas pembangunan beserta kegiatan- kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam dokumen RKP. Ekspektasi dari kebijakan tersebut adalah hasil/kinerja

secara nasional (national outcomes). Kemudian disusun

a) Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) Program, dan hasil pada Unit Eselon | sesuai
dengan tugas-fungsinya;

b) Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan keluaran pada Unit pengeluaran (spending
unit) pada tingkat Satker atau Eselon Il di lingkungan Unit Eselon | sesuai Program yang
menjadi tanggung jawabnya.

Sumber : Kepmenhub No. KM 186/2020
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Lanjutan ... (PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN)

Secara garis besar, proses pentahapan penyusunan anggaran terbagi atas:

Penyusunan RKA Pagu Kebutuhan
Penyusunan RKA Pagu Indikatif
Penyusunan RKA Pagu Anggaran
Penyusunan RKA Pagu Alokasi Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Sumber : Kepmenhub No. KM 186/2020
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Lanjutan ... (RUANG LINGKUP)

Berdasarkan prinsip RSPP, ruang lingkup dalam penyusunan RKA K/L:

RUANG LINGKUP PROGRAM :

a.

-z - B m

Program Generik (bersifat pendukung)

Program Generik merupakan program vyang
didesain untuk mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi dalam menjalankan pemerintah
(birokrasi).

Program Teknis

Program teknis merupakan program vyang
didesain untuk  melaksanakan prioritas
pembangunan nasional yang telah ditetapkan
dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP.

RUANG LINGKUP OUTPUT :
a. Kilasifikasi Rincian Output (KRO)

RUANG LINGKUP KEGIATAN :

a.

Kegiatan Generik (bersifat pendukung)
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan
internai  Kementerian/Lembaga (dukungan
manajemen internai) yang digunakan oleh Unit
Kerja Eselon Il

Kegiatan Teknis

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi Kementerian/ Lembaga serta
mendukung sasaran pembangunan nasional.

Kumpulan keluaran (output) K/L atau rincian output yang disusun dengan mengelompokkan
atau mengklasifikasikan muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan

sektor/ bidang/jenis tertentu secara sistematis.

b. Rincian Output (RO)

Keluaran output riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja K/L yang berfokus
pada isu dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit

kerja tersebut.

Sumber : Kepmenhub No. KM 186/2020



Lanjutan... (REDESAIN SISTEM PERENCANAAN & PENGANGGARAN)

Program: 27 KRO
Infrastruktur Konektivitas 103RO

1 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian

2 Kesdlametan dan Kearrenan Transportasi Perkeretaapian
3 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian
4, Penunjang Teknis Transpartasi Perkeretaapian

Program: 13KR0
Dukungan Mangjemen 19R0

1 Pengelolaan Organisasi dan M

2 Pengeldlaan Perencanaan, Keuangan, BN dan Urum
3 Pengeldaan SistemInformasi dan Teknologi

4 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik

5 Legislasi dan Ligitasi Transportasi Perkeretaapian
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Lanjutan... (URAIAN KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/KRO KEGIATAN
DITJEN PERKERETAAPIAN)

1. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 13. Layanan Perencanaan dan

2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penganggaran Internan

14. Layanan Monitoring Dan  Evaluasi

3. Prasarana Bidang Konektivitas
Internal

Perkeretaapian
15. Layanan Operasi dan Tata Kelola Internal

4. Sarana Bidang Konektivitas

Perkeretaapian 16. Layanan Organisasi dan
5. OM Sarana Bidang Konektivitas Tata Kelola Interna

Perkeretaapian 17. Layanan Perencanaan dan
6. OM Prasarana Bidang Konektivitas Penganggaran Internal

Perkeretaapian 18. Layanan Perkantoran
7. Akreditasi Lembaga 19. Layanan Prasarana Internal
8. Sertifikasi Produk 20. Layanan Sarana Internal
9. Sertifikasi Profesi dan SDM 21. Layanan Sumber Daya Manusia
10.Layanan Data dan Informasi 22. Layanan Umum
11. Layanan Hukum 23. Pelayanan Publik Lainnya

12.Layanan Kehumasan dan Protokoler
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Lanjutan ... (FORMAT RKA)

a. Rencana kinerja Satuan Kerja b. Rincian Belanja Satuan Kerja

| BAGIAN
no A KI A AN
RENCANA KERIA ANGGARAN SATHER oo f;m“::':"
REMCANA KIMERIA SATUAN (ERIA TAMUN ANGGARAN 30XX
TAHUN ANGGARAN 200
A KINENTERAN REGARALEMIASA X Weriskot Nomo KL beserty Jodenyol
" " L] UNIT OIGAN Se82 Ixnerxe) Beriskon Nono Linkt Fselon 1heseto kedeory)
GAaLAY i o eayal
i RERAERVERI M LERSRAGH, 4 PR - VESpRE Hracs 5yt bt et < SATUAN KINA %0, Weriwhay M NG Sotuan Kene brurte kedmya )
B UNIT OHGARIGAS] | [RRRERKE.... Bviifhan Mama Uil ke | Biridma kedeipal 0. PIOMSI X0 Iirishon Prepinsi Saoker bevedy basirts hocensc)
L. SATLUM KERIA (KK [Wevipian Mamo Satuon Kem i kodmpes) L KAMUPATOINNOTA 0 Weriekos ko Scoker hevada becert bocensol
] PROFINGI HLts (Besighban Proginsi Sodker beroda beserin kndenya) Falimas
E KABUFATEREOTA [L1.38 [Berisian ksl Sotker bevade besertn kogenya) PROGRANY IWOIATOR UM ELE UTAVA ALOSASI ANIUAZAN TA 20KX sevel oAy
oot f voLumi » | sxme
Walaman XESATAWOUTT caman | AMoxa vasax | msure eans | uwear
FROGRAMINDIEATOR KIMERIA UTARA ALOKAN AMGIARANTA 260 — - — x p—_t £ e
HE PROGRAN/HASL, KEGIATAN fHHKA TOR KNI wonocax[Program . (Bertaen ureion rama Pogan) 939 594 95%9.59¢ gm@i
SEGIATAN/OUTFUT VOUIME SATUAN|  AMGKA DASAR | INISATIF BARU RIMLAH \otisase viseia Una *ropan
il = o = = rn 1
F 3 i
o nx |Program.... fevigkan arafan narma Pregram| 945 95| 5,599 545 5599 995 o2
Mast ... (Se1sign eroon oSt Progrom)
soce|Keiatan 1. (Beriikan ursian sane Kngisten 999 0 9999 656 s 59990
it vy Kineria Keglatan
'
Haiil ... [Feridkan srafan el Progaar] 2. L L
o & F xoxcanxe| Output 1 . Bedskon oor Cutpw! Kegiaten) 4 9999 %99 somn| 19909
oxpx |KEgiamn 1 [Bersian urekne e Keghetan) 5,939 594| 5,999,099 0. 0 | mxanxsiOutpu u pw! Keg 55t 93, 9991 L
i Wit L. bk sreies Sabratpie) 099 .509) o9wsm|  so0000
2| Kempones | |Denvkon 5sien Apnpsaen; 9993 999 9999 99 I 5999 9%
b
Lndikitor Kineria Emiatan Jumviah Kenooses.. (UnmaPencelung] 9393 999 9959 599 L £.9399%9
1 wa|Kemponen 2. Daisiken srmion Morpaman 009 5 osmsm| 10090
2 dst...
R s, L SRR ] wex{Sebeumir 2 iheriskon sroios Sybounat) 5393 694 5545 o3 $ 936 968
Diutps L (Barinikoy unmkes Diiped Keginfon) 5 9.000.009) 595,000 .o o) P
Dutps 2. (Benisiio urekes Duipet Kegiatan) 99 1w 9.939.993; 599955 9.599 559 woox x| Outpet 2., Beiskor woar Cutpu! Kegotes, 95 5t} 9999 999 9599 90 1.909.9%9)
r . 7] o
Dutpin 3., (Pensivat unsken DUpet Kepioram) 0 ial 5.999.999 9599 999 9.999 39| wesjSibemiz t. Merickas wreias Subourpat) ovan 9969 oo-’ 9549 903 9 930 600|
o 399939 299909 293299
et . e Kigiatan 2__ (Bemsikan uien om0 Kegioten, 5399 491 9949.99) 9999999
Eegintam 7 (Revsikes sepion aomo Kegianme ) 5035 009 0 D00 9% 09090 500 Dot 9390 40/ ©940 203 % 930999
9999 994 999999 297999
Indikapes Kireria Kegiazan ]
1 —
H TA 20X 2]
Ve W varon) pASE INGIATIF
Dutpst L. {Berisikas woian Outpet Kegiatan) ANGKA DASAR s JUMAN
Dlutpst ... /Renisikias weaian Duipvt Kegintan) —r
Durgat 2. Beraikas weoion Dutpvt Kegiaran) Py
Dt PNB?
aw
PN
HIN
PN
HN
P8BS
TOTAL
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Lanjutan ... (FORMAT RKA)

c. Target Pendapatan Satuan Kerja

Prakiraan Maju Belanja dan Target

L KENCANA KERIA 280 BARAN SATOM
REMCAMA KERJIA ANGG ARAN SATHKER PRAKIRAAN MAIU RELANAL DAN TASGET SOTUAN S5RIA
TARGET PENDAPATAN SATUAN KERIA TAMUN ARGCARAN 2000AL 200002, 3IXe3
TAHUN ANGGARAN 20KK
L TR MGARAENAGA e
LN ORGANEAS gox )
A KEMENTERIAN NEGARAJLEMBAGA [£3: 7 . (Berisikan Mama K/L beserts kadenyal € SATUANKIRA xx
i " b MOMNS e,
B. UNT QRGANISASI [EfE2s £3B (Berisikan Mawa Uit Eselos | besenta kodenya) I SAMPATENMOT: o
. SATLIAM KERM [E4) iBerisikan Mama Sotugn Kejo beserta keden )
D. PROPIMS! [RX])..... (Bevisikan Proplas! Sotker berod beserta kodeaya) 1 PRARBLAN MANI BAN
L KABUIPATEM/KOTA (L34 e (Bavisikan lokasd Setker bemde beserio lodenya) A = =y = =g -
wooe PO VGATAN OUTRST [VOLSET) 05 phind e A 1
s m m 3 Iy L
TARGET 2
KODE PROGEAM KEGIATAN /SUMBER PENDAPATAN/AKUN PENDAPATAN Frogram.... (tersean aams Progord symsal  aswssel  sasescel  somonl 550500
204X - 1 200X
T T I = kagiatan | [Beccdar namn Eopiatas s osmssl  cameee]  sassan] s e
Ouaput 1| Beviskean Outpat Kagiatan) ssasel  ossasm EUITETE ST
Fragram..... (Berdsikon urnier rama Pregrm) 9.999.999) 9.999.959 0 ol ures Sestimn Ot ut amanl| 09 et 19930500
gt 3| soishesn Kegiveon) vononl sl P
i . i (v ol uma Satuan DUt 99 1emani] 19 sanim waamanf (i
Wegiatan 1... [Bersikon whoios aomo Kegielaa) 9.999 0949 0.990 959 Output 3| Perisian Out sumsn| o) osanf somom
¢V ol ume Satuan Dutzut Waman| G5 essall D3ws| S3saten| (i
PERPAJAKAN 9.999.999) 9.995.919) oot
Uradan akirn pedidepatan : @090 090 0EuRAEe agiatan ) . (Aovehee e Xagieran)
Uroian akun pendopatan 9.099.994| 9.999 959
ne
J
PHBEP i 9.9559.999 55095989
Usurm i 9.999.999 9.999 959 & PRANIAAN MAIU TASGET PENOAPATAN
F r
Urafan akun perdapatan 9,099,998 53939539 WODE | FROGEAM/ CEEIATAN OLTRUT (VOLSAT 2K 1 200X X+ 1 00 e1 | 7oMke )
L L e
Urglgn akun pendapatan 9,090 359 809 948 ) W W ] - \
L L Fropam  rdibon crwi e awins Fringuion sussses]  wwewef  sassasl  samoml  sssases
Fungsional 9.999.999 5.959,090
futsional b (PSR JEPON SN G S —
Urgign akun pendapatan 9.999.999) 9.999.999
3
Urpign okun gendapatan 9.593.999) 9,999,999 ok AJBCAN ossoss9[ o somvasd  somon|  asese
ryar 2 T { L5 EETEELE)
! . saman v
Keginsan 1. (Berigikon wrelon nomo Kegivion) 9995995 9.5959 535 - e Ay
Kagan 7. (B has wasken ssrse £agece)
Dst.. '
ce
TOTAL TARGET TA 20XX - 1 TARGET TA 200X - "
PAGA SATKER WELAN L4 TARGET PENDAPATAN
PERPAJAKAN T.A 20
TA 2%
PHER TA N1
L. UL TA 200641
1 FUNGSIONAL LA WO S
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E. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA UNIT KERJA, BERJENJANG
& RENCANA AKSI

PEMBERI| 'y 5 " KESEPAKATAN PENERIMA

] AmAaNAH 2 KINERJA = AMANAH
4 ’ , YANG TERUKUR

Berdasarkan
e B pertimbangan
'- gy’ Sumber daya

’ yang ada
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Lanjutan ... (TUJUAN PERJANJIAN KINERJA)

N
‘ Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;

‘ Wujud nyata komitmen,;

)\

‘ C ) M - dl §dAd i C c ),

. Dasar evaluasi kinerja aparatur.

[
‘ Dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi.

VA

Dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sumber: Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014
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Lanjutan ... (WAKTU PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA)

Kementerian Unit Eselon |

02

20 hari

20 hari

)
p—
A A T 3
UNIT KERJA ESELONI /
[ I | | - | ::‘: Bmli‘lmE - T;l — Sﬂl‘ll TfSJ
= ! ; ; | | o1 02 03 04
Program Angzaran
e S U
B———— -
Atasan Pimpinan Unit Kexja (6] Pimpinan Unit Kexja (6]
)
[ [a) 1 { lg) 1

04 Fungsional/ Pelaksana
Sumber : Permenhub No. PM 85/2020
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Lanjutan...(FORMAT PERJANIJIAN KINERJA)

a. Pernyataan Perjanjian Kinerja Unit Kerja
b. Lampiran, yang berisi:

e Sasaran yang mencerminkan sesuatu
yang akan dicapai secara nyata dari
pelaksanaan program dalam rumusan
yang spesifik, terukur, dan
berorientasi pada hasil (outcome);

* Ukuran-ukuran kinerja yang jelas
berupa: Indikator Kinerja Output
/Outcome; dan Rencana tingkat
capaian (Target) untuk tiap indikator;

* Anggaran untuk setiap Program
Utama.

* Rencana Aksi untuk mencapai target
kinerja

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020

-z - B B’

FERNYATAAN FERJANJIAN HINER.JA
UNIT KERJAESELONI / II f III / IV f SATUAN KERJA

SEE%
@

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2003
UNIT KERJA ESELON I/ /IIJ II / IV SATUAN KERJA

Dalam rangka mevujudlkan manajemen pemerintaben yamg efelodd,
tramsparan  dan  akuntabel gerta  berori=ntazi  pada  hagil, yang
bertandatangan di baeak {oi;

HNama

Jakatan

selanincoyn dizssbut pihak pertama

HMNama

Jabatan

selolos atasan pikhak pertama, selanjutoys dizebut pihal kedis

Pihak pertama berjenji glgan mevagudkean target kinerja yang seharusnya
sezuai lampitan perjanjian ini, dalam rangls mencapai target kinerjs janglks
menengah zeperti vang telah ditetapkan dalam dolumen perencanasan.
Keberhazilan dan kegagalan pencapsisn target kinerja tercebut menjadi
tangsungiaaak keami.

Pihale kedus ghpm melaloukan  supervizi yang diperiulan serta akan
melakulan evaluazi terhadap capaizn kinefa dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperulan dalam rangks pemberian penghargaas
danzaonlo.

Pihak Kedus, Fihal: Pertams




Lanjutan... (FORMAT LAMPIRAN PERJANIJIAN KINERJA)

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT KERJA ESELONI / II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
UNIT KERJA ESELONI / II

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
SATUAN KERJA

Atasan Pimpinan Unit Kerja (6) Pimpinan Unit Kerja (6)

( (7) ) ( (7) )

Sasaran . . . No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target

No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Satuan | Target 5] @ 3 [ 5)

(1) (2 3) (5] (5)
Kegiatan Anggaran

Anggaran
1 R
2 4 o
Disetujui e 20XX Disetujui

Atasan Pimpinan Satlker (6)

Pimpinan Satker (6)

( (7) ) ( (7) )
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Lanjutan... (PENYUSUNAN PERJANIJIAN KINERJA BERJENJANG)

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Format Perjanjian Kinerja Berjenjang TINGKAT UNIT KERJA ESELON 1T

Eselon Il dan IV

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
BAGIAN/BIDANG/SUBDIT .....

ﬁ No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
v i ] @l @) 5

FERJANJIAN KINEF.JA TAHUN 2030
UNIT KEERJA ESELON I/ /I III / IV SATUAN KERJA

Dalam  rangles mevujudloan mansjemen  pemerintshean  yang  sfeloid, Disemjm‘ 20%x%
trancparan  dan  akuntabel gerta berorisntaci pada  hasdl, oyanmg ff 0000 | T < s prrmmm—
bertendatangen di baweh pia Atasan Langsung (6) Kepala Bagian/Bidang/Subdit (6)
Nama

Jmlnatme P

selaniumyn dizebut pihak pertama ( 7 ] ( 7

Nama

Jabatan  : FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

selolos asasan pihal pertama, selanjutnys dizebut pihalk kedua TINGKAT UNIT KERJA ESELON IV

Fihak percama berjanji gloag mevnyjudkan target linerja yang zeharuonya PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

zesusi lampiran perjanjian ini, dalam rangls mencapai targst kinerja jangka

e T T Sem Tengie mencaps - SUBBAGIAN/SUBBIDANG/SEKSI ...

Heberhasilan dan legagalan pencmpmian targst kinegs tersebut menjsdi

tangrungawak kami. No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
Fihak kedua gkag melaluksn supervizi vang diperiulean zerts akan (1 (2) (3) (4) 6]

melaiosdean evaluasi terhadap capsion kinefe dari pesimmjian ini dan
mengambil tindalan yang diperhsloan dalam rangics pemberian penghargaan

danzanlesi.
Pihak Kedua, Fihalk Pertama
Disetujui e 20w
Atasan Langsung (6) Kepala Subbagian/Subbidang/ Seksi (6)
( 7 ) ( (@) )
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Lanjutan... (PENYUSUNAN PERJANIJIAN KINERJA BERJENJANG)

Format Perjanjian Kinerja Berjenjang
Pelaksana/Staf/Fungsional

FPERNYATAAN PERJANJIAN EINERJA FELAKSANA

Y
@

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

FERJANJIAN KINERJA TAHUN 2033

JABATAN PELAKSANA JABATAN PELAKSANA
UNIT KERJA
Dalam ranghs mewwudkan mansismen pemerintshen yang  efeleif
trancparan  dan  akuntabel certa  berotientasi  pada  hasil,  yang
bertandatangan & bawah ini:, No Sasaran Indikkator Kinerja | Formulasi| Satuan | Target
Nama e (1) (2) (2) 4 ) (6)

Jakbatan

selaniutnya dizebut pihalk pertams

Imm=
Jalatmn

selalva atasan pikalk pertama, selanjutays dizebut pihalk kedua

Fihal percama befanji gl mevngjudlan target linera yang seharusnys Disetiful e PP 20xx
sesumi lampiran perjanjien ini, dalam rangis mencapsi tanget kinerja jangka

menmngsh zeperti yang tslah di Jemry dalmm par

Heberhasllan dan kegagslan pencapsisn target kinegja tersebut mesjadi Atasan Langsung (7) Pelaksana (7)

ta g geak e,
Pihal kedus akms melaloukssn  supervizsi yang dipsrhulsn zerta slkan
melalodkan evaluasi terhadap copmian kinega dari petjanjian ini dan
mengambil tindalen yang dipsrhulan dalam rangics prmberian penghasgaan

— ( (8 ) ( (8 J

Fihak Kedua, Fihak Pertama

-z - B e



Lanjutan... (PERTIMBANGAN PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA)

mem  Cek kembali kamus/manual perhitungan indikator kinerja

Memperhatikan capaian tahun sebelumnya sebagai baseline

e Cek kegiatan pendukung dan besaran anggaran pada DIPA/POK
sy Tidak ada target kinerja Nol (0)

Sinkronisasi dengan target Unit Pusat (Setditjen/Direktorat)

Y72 e



LANJUTAN... (OUTLINE PERJANJIAN KINERIJA)

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA (TTD DIRJEN)

BAB | PENDAHULUAN

eLatar Belakang

*Maksud dan Tujuan

*Tugas dan Fungsi
eKedudukan, Tugas dan Fungsi
oStruktur Organisasi

eTujuan

eSasaran

eIndikator Kinerja

eProsram dan Kegiatan

BAB IIl RENCANA KINERJA
ePengukuran Indikator Kinerja (Manual Indikator Kinerja)
eTarget Perjanjian Kinerja
eAlokasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

ePerjanjian Kinerja (TTD DIRJEN)
*Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Y72 e



Lanjutan...(REVISI PERJANJIAN KINERJA)

Revisi Perjanjian Kinerja dilakukan apabila:

Pergantian / Mutasi Pejabat

Perubahan penanggung jawab target kinerja

Perubahan Prioritas

Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat
secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan
dan Sasaran

Perubahan dalam Strategi

© NQ

Perubahan Perubahan
Prioritas Strategi

Yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan
Sasaran berupa perubahan Renstra, struktur
organisasi, Program, Kegiatan, dan alokasi
anggaran

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020
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Lanjutan... (RENCANA AKSI)

Rencana Aksi merupakan penjabaran dari target Perjanjian Kinerja secara periodik dan upaya
pencapaiannya yang disusun secara berjenjang

RENCANA AKS| DIKOORDINASIKAN DITANDATANGANI

Kementerian Sekretariat Jenderal Menteri

Unit Kerja Eselon |
Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan
Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal
Pejabat JPT Madya
Inspektorat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal
Badan Sekretariat Badan
Unit Kerja Eselon Il Sub Bagian Tata Usaha Unit Kerja Pejabat JPT Pratama
Satuan Kerja Sub Bagian Tata Usaha Unit Kerja Pimpinan Satuan Kerja

Setiap Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap Rencana Aksi setiap bulan. Rencana Aksi dapat dilakukan perubahan dengan syarat
Revisi Perjanjian Kinerja telah ditandatangai.

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020 (Pasal 15-19)
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Lanjutan... (FORMAT RENAKSI ESELON I)

Unit Kerja Eselon |

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
UNIT KERJA ESELON I

Sasaran

ikato Rencana Pelaksanaan P
No |Program Kine: 'ar Satuan | Target |Kegiatan | Bulan- | Bulan- | Bulan- | Bulan- | Bulan- | Bulan- | Bulan- | Bulan- |Bulan- | Bulan- | Bulan- |Bulan- | Anggaran nm;:vﬁ:
Kegiatan 3 1 2 3 4 s 6 7 8 ° 10 11 12 g
(1) (2) 3) (] [E)] 6) (] 8) ©) (10} (11) (12) (13) (14) (15) (18) (a7 (1) (19) (20)
..................... peereeas. 20XX
PIMPINAN UNIT KERJA (21)
( (22) )
No IK Program/ | Satuan ) ) )
. Rencana pelaksanaan target tiap bulan kegiatan
Urut Kegiatan Unit Es. | | IKp Target PK Es. | tuk P it tng d pss it & ; Besaran anggaran Pejabat
untuk mencapai target IKp dan SSp unit kerja untuk melaksanakan b
Sasaran program/kegiatan unit kerja atau kegiatan dalam Penanggyngtlawat
kondisi terakhir yang seharusnya terwujud Kegiatan y.ang dilakukan untuk Persetujuan Pimpinan Es. | rangka mencapai penclzpa(lssn ”a)rge
pada tahun yang bersangkutan mencapai target IKp dan SSp target [Kp P (Es.

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020

D




Lanjutan... (FORMAT RENAKSI ESELON II/SATUAN KERJA)

Unit Kerja Eselon Il / Satuan Kerja

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
UNIT KERJA ESELON II / SATUAN KERJA

s Indikator. Rencana Pelaksanaan P
No Kesi - | Satuan | Target | Kegiatan | Bulan- | Bulan- | Bulan- | Bulan- | Bulan- | Bulan- | Bulan- | Bulan- | Bulan- | Bulan- | Bulan- |Bulan- | Anggaran EEU
giatan) Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ng Jawab
(1) (2) 3) 4 [E]] (6) (] ] 9) (19 (11 (12) (13) (14) (15) (16) a7 (18) (19) (20)
Y [
]
...................... yereeena..20xXX
PIMPINAN UNIT KERJA (21)
No L K?giatan Satuan Target PK ES: x \_ Rencana pelaksanaan target tiap bulan kegiatan
Urut Unit Es. I Kk Satuan Kerja untuk mencapai target IKk dan SSkunit kerja | Besaran anggaran Pejabat
P g J untuk melaksanakan ) X
Sasaran kegiatan unit kerja atau kondisi kegiatan dalam PenanganEtJaWEE
terakhir yang seharusnya terwujud pada Kegiatan yang dilakukan untuk ’ — : rangka mencapai pencapaian targe
mencapai target Ik dan S5k Persetujuan Pimpinan Es. Il / Satuan Kerja target IKk IKk (Es. 1l1)

tahun yang bersangkutan

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020
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F. PENYUSUNAN LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN & MONITORING RENCANA AKSI

Disusun sebagai penjabaran pencapaian
target Kinerja Kementerian dan unit kerja
Eselon I, Il dan Satuan Kerja tiap triwulan

20 Hari setelah 20 hari setelah
pelaporan aplikasi pelaporan aplikasi
pengukuran kinerja pengukuran kinerja

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020
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Lanjutan ... (WAKTU PENYUSUNAN LAPORAN MONITORING
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN)

LAPORAN TRIWULAN DITANDATANGANI KAPAN
Kementerian Menteri 1 bulan

Unit Kerja Eselon | Pejabat JPT Madya 25 hari
Unit Kerja Eselon Il Pejabat JPT Pratama 20 hari
Satuan Kerja Pimpinan Satuan Kerja 20 hari

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020 (Pasal 36)
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Lanjutan... (OUTLINE LAPORAN TRIWULAN)

Struktur Organisasi
Perjanjian Kinerja Unit Kerja (Sasaran,
Indikator, Target, Anggaran)

Kata Pengantar : BAB | PENDAHULUAN
: Daftar Isi 1. Latar Belakang
. Daftar Tabel P2 Maksud dan Tujuan
: Daftar Gambar - 3. Tugas dan Fungsi
: 4

5

! BAB Il PENUTUP BAB Il CAPAIAN KINERJA TRIWULAN
: 1. Tindak Lanjut Rekomendasi : L Tahap Pengukuran Kinerja
: Periode Sebelumnya P2 Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan
P Kesimpulan : Masing-masing Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
: 3. Rekomendasi ! : A.Capaian Kinerja
e nsmEmsEEEsEEEEEE R EE R EEnn R nnnn ; : B.Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagallan
: C.Upaya Peningkatan Kinerja
P 3. Capaian Lainnya (apabila ada)
v 4. Realisasi Anggaran (Unit Kerja, Per Indikator Kinerja)

: LAMPIRAN

: Lampiran 1. Perjanjian Kinerja termasuk Renaksi

Lampiran 2. Komitmen Pimpinan terkait Rekomendasi Peningkatan Kinerja
: Lampiran 3. Monitoring Rencana Aksi Per Bulan

: Lampiran 4. Data Dukung Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020 (diolah)
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Lanjutan... (FORMAT MANDATORY LAPORAN TRIWULAN)

BAB 1: Target Perjanjian Kinerja

BAB 1: Alokasi Anggaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja

BAB 2: Capaian Kinerja

Tahun Tw Twll Tw Il Tw IV
= Target 50 5 15 25 50
» Realisasi 18 6 18

-z - 1 B



Lanjutan... (FORMAT MANDATORY LAPORAN TRIWULAN)

BAB 2: Realisasi Anggaran Unit Kerja

1 Belanja Pegawai

2 Belanja Barang

3 Belanja Modal

a. Rupiah Murni
b. SBSN
c. PHLN
d. BLU

BAB 2: Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

-z - B B’



Lanjutan... (FORMAT MANDATORY LAPORAN TRIWULAN)

BAB 3: Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

BAB 3: Kesimpulan

-z - K 1|



Lanjutan... (FORMAT MONITORING RENAKSI ESELON 1)

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
UNIT KERJA ESELON 1

) Target| Indikator Ta_rget Target Bulan-n Ree_l.lisa_si Bulaz_'x-n _ % Ca_pa.ian Bular_t-n Rencana
Sasaran |Indikator|, . ~ . |Indikator| Target Target Realisasi | Realisasi | Capaian | Capaian N e Penanggung|
No Pro, Kineria [S2tuar dalam| Kegiatan | Kinerja S Kin An Kiner An Kineri An Evaluasi| Tindak Jawab
gram erja PK Kegiatan Kn?eqa _ erja _ ggaran < erja 1 ggaran erja ggaran Lanjut aw.
Kegiatan | Volume | % | Volume| % | Volume | Volume % %
m] (2 (3] @ | (5 (6) (7) (8 (9) [(10) 1y [(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 1 1 1 1 ] 1 ya 1 1 ] ] 3 1 | 1 1
| | | J - | | ]
No IK Program/ Kegiatan yang Target IK Persentase Persentase dari Realisasi anggaran Persentase Rencana tind_ak lanjut
Urut Kegiatan Unit Es. | dilakukan untuk kegiatan dari target target anggaran kegiatan yang realisasi anggaran yang akan d||a|_(ukan
— - dapat mencapai tahunan IK kegiatan IK kegiatan dialokasikan untuk yang dialokasikan untuk .perbalkan
Kondisi terakhir Satuan IKp target IKp dan SSp dimaksud mencapa_i target IK untuk mencgpal pencapalalntarget 1K
yang se.harusnya Besaran anggaran Realisasi kegiatan target IK kegiatan kegiatan
terwujud pada IK dari Besaran yang dialokasikan volume Pejabat penanggung
tahun yang Target PK Es. | kegiatan volume target untuk mencapai target IK Persentase realisasi Evaluasi singkat dari jawab pencapaian target
bersangkutan dimaksud IK kegiatan target IK kegiatan kegiatan target IK kegiatan capaian IK kegiatan IK kegiatan (Es.ll)




Lanjutan... (FORMAT MONITORING RENAKSI ESELON 11/SATUAN KERJA)

BULAN.... TAHUN ....

Y
4

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX
UNIT KERJA ESELON II / SATUAN KERJA

. Target Bulan-n Realisasi Bulan-n % Capaian Bulan-n
. Target Indikator| Target — — : = Rencana
Sasaran | Indikator . L. ST Target Target Realisasi | Realisasi | Capaian | Capaian . } Penanggung
No - . _._ |Satuar] dalam| Kegiatan | Kinerja | Kinerja Evaluasi| Tindak
Kegiatan| Kinerja PK Output | Output Qutput Anggaran Output | Anggaran | Output | Anggaran Laniut Jawab
tp tp Volume| % |Volume| % Volume Jolume % % y
(1) 2) 3] 4 (5) (6) (7) (8) (9) ](10) (11) [(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
II i 1 | Vi | | l
No IK Kegiatan Unit Es. Kegiatan yang Target IK Persentase Persentase dari Realisasi anggaran Persentase Rencana tind_ak lanjut
Urut Il / Satuan Kerja dilakukan untuk kegiatan dari target target anggaran kegiatan yang realisasi anggaran yang akan dilakukan
dapat mencapai tahunan IK kegiatan IK kegiatan dialokasikan untuk yang dialokasikan untuk perbaikan
Kondisi terakhir Satuan IKk target IKk dan 55k dimaksud mencapai target IK untuk mencapai pencapaial\ntargeth
Vsng Se_hzfuszya Besaran anggaran Realisasi kegiatan target IK kegiatan kegiatan
erv;ulu paca IK dari Besaran yang dialokasikan volume Pejabat penanggung
bta un \If(ang Target PK ) kegiatan volume target untuk mencapai target IK Persentase realisasi Evaluasi singkat dari jawab pencapaian target
ersangkutan Es. 1/ Satuan Kerja dimaksud IK kegiatan target IK kegiatan kegiatan target IK kegiatan capaian IK kegiatan IK kegiatan (Es.|Il)

D




G. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Kerangka Berpikir

 Bishcnaien | o | Jiebsanaan | > | ower | O [ ERSGEEN | > | WBiaReriand |

Mengapa Kinerja Harus Diukur?

TIDAK DIUKUR
v L 4
?
BERHASIL? Tidak dapat GAGAL:
| Reward | meningkatkan | | Punishment |
kinerja
Tidak dapat Tetap
mempertahankan Sumber daya melakukan
keberhasilan sia-sia kesalahan




Lanjutan... (DEFINISI DAN TUJUAN)

LAPORAN
KINERJA

Pengukuran
Capaian Kinerja

\7

Evaluasi
dan analisa

AKUNTABILITAS/
PERTANGGUNGJAWABAN

TUGAS
DAN FUNGSI
+

‘@ ANGGARAN

-

INSTANSI
PEMERINTAH . o &g -~

V\ , :Merupakan dokumen vyang Dberisi gambaran perwu1udan=
1 Akuntabilitas Kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu:
:instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategisi

=|nstan5| pemerintah  yang disusun dan disampaikan secaraj

I5|stemat|k 1
___________________________________ |TUJUAN LAPORAN KINERJA: i
=FUNGSI LAPORAN KINERJA: =| v/ Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada:
: v" Media hubungan kerja organisasi :: pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; 1
' v" Media akuntabilitas \/ Upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah=
' / Media informasi umpan balik perbaikan kinerja I untuk meningkatkan kinerjanya. :

S 1 m



Lanjutan ... (WAKTU PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA)

LAPORAN KINERJA DISUSUN DITANDATANGANI DISAMPAIKAN KE KAPAN
. * Menteri Keuangan
SR G » Kepala Bappenas/
Kementerian Kepala Biro Menteri P PP 2 bulan
Perencanaan Men PPN
* Menteri PAN & RB
. . Pimpinan . Menteri .
Unit Kerja Eselon | Tl Made Pejabat JPT Madya EE A — 45 hari
Unit Kerja Eselon Il . PIn"Ipman Pejabat JPT Pratama Pejabat JPT Madya 30 hari
Tinggi Pratama
. Pimpinan . . .
Satuan Kerja SsiEn e Pimpinan Satuan Kerja Atasan Langsung 25 hari

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020 (Pasal 24-26)



Lanjutan ... (FORMAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

Kata Pengantar BAB | PENDAHULUAN

Ringkasan Eksekutif 1.1 latarBelakang s

Daftar Isi 1.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja Berisi penjelasan

Daftar Tabel 1.3 Struktur Organisasi organisasi dengan

Daftar Gambar 1.4 Sumber Daya Manusia penekanan kepada aspek
1.5 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan : strategis organisasi serta '
1.6 Sistematika Laporan permasalahan utama

T (strategic issue) yang

sedang dihadapi
organisasi

BAB Il PERENCANAAN KINERJA
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis

(Arah Kebijakan, Strategi, Sasaran, Target Kinerja)
2.2 Perjanjian Kinerja
i Berisi ringkasan/ikhtisar
: perjanjian kinerja tahun
Sumber : Permenhub No. PM 85/2020 : yang bersangkutan
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Lanjutan ... (FORMAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

BAB Ill AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja
A. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Revisi PK dilengkapi
analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi
yang perlu dilakukan
B. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Kinerja tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Kinerja Pada Tahun
bersangkutan Dalam Periode Renstra Kemenhub

D. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target nasional
(jika ada);

3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya
3.4 Capaian Keberhasilan Lainnya
3.5 ReaI|.sa5|.Anggaran . . i Evaluasi dan analisis setiap
Realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk sasaran strategis dan :
mewujudkan kinerja oganisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja . )
: kondisi terakhir yang
3 dicapai yang juga ]
Sumber : Permenhub No. PM 85/2020 : mencakup efisiensi sumber :

i daya
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Lanjutan ... (FORMAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

BAB IV PENUTUP
4.1 Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Sebelumnya
4.1 Kesimpulan (diantaranya meliputi simpulan pencapaian kinerja

dan prestasi unit kerja) 5 o
) , . : Berisi kesimpulan umum
4.3 Rekomendasi Peningkatan Kinerja : . L
: atas capaian kinerja dan

t datang untuk

: meningkatkan kinerja
organisasi

LAMPIRAN

Lampiranl. Rencana Kinerja Tahunan
Lampiran Il. Perjanjian Kerja (revisi terakhir)
Lampiran lll. Komitmen Rekomendasi Peningkatan Kinerja
Lampiran IV. Monitoring Rencana Aksi

Lampiran V. Data Dukung Capaian Kinerja Yang Valid

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020 (diolah)
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Lanjutan... (FORMAT MANDATORY LAPORAN TAHUNAN/LKIP)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Target |

Sasaran 1 IKP 1 o 100
Realisasi [

0 0,1 0,2 0,3 0,4

BAB 2.1: Rencana Strategis

BAB 2.2: Perjanjian Kinerja (Sasaran, Indikator dan Target Kinerja )

BAB 2.2: Perjanjian Kinerja (Alokasi Anggaran)




Lanjutan... (FORMAT MANDATORY LAPORAN TAHUNAN/LKIP)

BAB 3.2: Pengukuran Capaian Kinerja (Capaian Kinerja)

60

‘ Tahun Tw Twll Tw Il Tw IV
= Target 50 5 15 25 50
’-Re:isas' 18 6 18
BAB 3.2: Pengukuran Capaian Kinerja (Perbandingan 3 Tahun Terakhir) .
12
10
8
6
4
2
|
2017 2018 2019 2020
W Target 13 11 10 1
BAB 3.2: Pengukuran Capaian Kinerja (Perbandingan dengan Target Renstra) uRedisasi 13 1 10 1
7
6
5
4
3
\ 2
1
, W
2020 2021 2022 2023 2024
W Target 1 4 5 5 6
m Realisasi 1 0 0 0 0



Lanjutan... (FORMAT MANDATORY LAPORAN TAHUNAN/LKIP)

BAB 3.3: Analisis Efisiensi Sumber Daya

BAB 3.5: Realisasi Anggaran Unit Kerja

1 Belanja Pegawai

2 Belanja Barang

3 Belanja Modal

a. Rupiah Murni
b. SBSN

c. PHLN

d. BLU

BAB 3.5: Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

2
3




Lanjutan... (FORMAT MANDATORY LAPORAN TAHUNAN/LKIP)

BAB 4.1: Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

BAB 4.2: Kesimpulan




H. REVIU DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SAKIP

Laporan Kinerja Kementerian dilakukan
Reviu oleh APIP atau Tim yang dibentuk
sebelum disampaikan ke menteri

Selain melakukan Reviu, APIP atau Tim
yang dibentuk juga melakukan Evaluasi
atas implementasi SAKIP dan/atau Kinerja
Kementerian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Laporan Kinerja diserahkan Sekretariat Hasil Reviu Laporan Kinerja kementerian
Jenderal kepada Inspektur Jenderal kemudian disampaikan ke Menteri
(45 hari setelah tahun anggaran berakhir) (5 hari setelah Laporan Kinerja diterima Irjen)

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020 Pasal 28-30
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Lanjutan ... (TUJUAN EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP)

0 1 Memperoleh informasi terkait implementasi SAKIP
02 Menilai tingkat implementasi SAKIP

03 Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi
SAKIP

04 Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi atas
Implementasi SAKIP periode sebelumnya

Sumber : Permenhub No. PM 55/2018



Lanjutan ... (PENILAIAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA)

Sistem AKIP FORMAL KUALITAS | PEMANFAATAN TOTAL

Perencanaan | |
Kinerja i % i 30%
Pengukuran : 759% | 259%
Kinerja : ’ \
Pelaporan . 45% 1 15% — 80%
Kinerja S L
: 3% | 10%
O
v 10% 20%

Sumber : Permenhub No. PM 55/2018



Lanjutan ... (ARTI NILAI AKUNTABILITAS KINERJA)

Mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah ﬂkuntabilitas. kinerja yang baik:\
dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari 1. Budaya kinerja telah menjadi
seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara ) bucliayiorgams?(sh' ah d
efektif, efisien, dan ekonomis. - Seluruh "Unit kerja telah dapat
mengidentifikasi  kinerja  yang
seharusnya;
3. Cascading kinerja telah dilakukan
minimal sampai level struktural
Peringkat Nilai Nilai akuntabilitas kinerja terendah: P
mengidentifikasi kemampuan instansi 4 Penginte,grasian antara

AA >90-100 [PEmEE LS Perencanaan  kinerja  dengan
Merencanakan target kinerja, sistem penganggaran;

A >80-90 . Menyelaraskan apa yang akan 5. Setiap anggot_a organisagi memiliki
dikerjakan dengan target ukuran kinerja yang jelas daq
kinerja, merupakan  usaha  mencapai

BB >70-80 y larask kinerja organisasi;
d.enye alr(as gn apayang 6. Sistem monev dilakukan secara

B >60-70 ;(angg;kr a_nk €ngan apayang berkala dan mampu memitigasi
akan dikerjakan, risiko ketidaktercapaian kinerja;

) Mengerjakan kegiatan sesuai 7. Sistem pengumpulan dan

cc >50-60 ) N
dengan rencana kerja, pengukuran kinerja yang andal;

c 530-50 Melaporkan capaian kinerja 8. Sistem" pelaporan. tellah mampu
selaras dengan apa yang telah menyajikan kinerja yang
dilaksanakan dan direncanakan seharusnya dan dimanfaatkan

D 0-30 sebelumnya untuk perbaikan kinerja;

9. Capaian kinerja telah dijadikan
Sumber : Permenhub No. PM 55/2018 dasar reward and punishment.




Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP PUSAT OLEH APIP)

m KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT

A. PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN STRATEGIS 5%
a. PEMENUHAN RENSTRA 1%

1) Renstra telah disusun

2) Renstra telah memuat tujuan

3) Tujuan/hasil program yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan

4) Tujuan/hasil program telah disertai target keberhasilannya

5) Dokumen Renstra telah memuat sasaran

6) Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran

7) Dokumen Renstra telah memuat target tahunan

8) Renstra telah menyajikan IKU

9) Renstra telah dipublikasikan
b. KUALITAS RENSTRA 2,5%

10) Tujuan/hasil program telah berorientasi hasil

11) Ukuran keberhasilan tujuan (outcome)/hasil program telah memenuhi kriteria ukuran
keberhasilan yang baik

12) Sasaran telah berorientasi hasil



Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP PUSAT OLEH APIP)

m KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT

13) Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang
baik

14) Target kinerja ditetapkan dengan baik
15) Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan

16) Dokumen Renstra telah selaras dengan dokumen RPJMN/ dokumen Renstra atasannya

17) Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak
kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)

c. IMPLEMENTASI RENSTRA 1,5%
18) Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan

19) Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun
berjalan

20) Dokumen Renstra telah direviu secara berkala
2. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 10%
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 2%
1) Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun
2) Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun
3) PK telah menyajikan IKU
4) PK telah dipublikasikaan



Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP PUSAT OLEH APIP)

m KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT

5) Rencana Aksi atas kinerja sudah ada
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 5%
6) Sasaran telah berorientasi hasil

7) Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenubhi kriteria indikator kinerja
yang baik

8) Target kinerja ditetapkan dengan baik

9) Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran

10) Dokumen rencana kinerja tahunan telah selaras dengan dokumen pengajuan anggaran
11) Dokumen PK telah selaras dengan Renstra

12) Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas
fungsi)

13) Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja

14) Recana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang
akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja

c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 3%
15) Rencana Kinerja Tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran
16) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan

17) Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala

-z - B B’



Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP PUSAT OLEH APIP)

m KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT

18) Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
1. PEMENUHAN PENGUKURAN 2,5%
1) Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal
2) Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja
3) Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan
2.  KUALITAS PENGUKURAN 6,25%
4) IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik
5) IKU telah cukup untuk mengukur kinerja
6) Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang
7) Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan

8) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/
semester)

9) Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi
3. IMPLEMENTASI PENGUKURAN 3,75%
10) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran

11) IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja



Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP PUSAT OLEH APIP)

m KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT

12) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan
(dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment

13) IKU telah direviu secara berkala

14) Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja
secara berkala

1. PEMENUHAN PELAPORAN 1,5%
1) Laporan Kinerja telah disusun
2) Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu
3) Laporan Kinerja telah dipublikasikan
4) Laporan Kinerja telah disertai pernyataan telah direviu oleh APIP
5) Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU
2. PENYAIJIAN INFORMASI KINERJA 3,75%
6) Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian Sasaran yang berorientasi outcome
7) Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan
8) Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja

9) Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini
dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan



Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP PUSAT OLEH APIP)

m KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT

10) Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya

11) Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja
instansi

12) Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan

3. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA 2,25%
13) Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja
14) Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan

15) Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program
dan kegiatan organisasi

16) Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja
1. PEMENUHAN EVALUASI 2%
1) Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya
2) Evaluasi program telah dilakukan
3) Evaluasi program telah dilakukan
4) Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan
5) Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan

6) Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan



Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP PUSAT OLEH APIP)

m KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT

2. KUALITAS EVALUASI 5%
7) Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang
selaras dengan pedoman/juklak evaluasi Menpan dan RB
8) Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten
9) Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan-
pembahasan yang reguler dan bertahap
10) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menggambarkan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi
11) Evaluasi akuntabilitas kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen
kinerja yang dapat dilaksanakan
12) Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program

13) Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja
yang dapat dilaksanakan

14) Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat
dilaksanakan

15) Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja
16) Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan
17) Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode
3. PEMANFAATAN EVALUASI 3%

18) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan



Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP PUSAT OLEH APIP)

m KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT

19) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen
kinerja
20) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja

21) Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang
akan datang

22) Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang
akan datang

23) Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

1. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) 5%
1) Target dapat dicapai
2) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya
3) Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan

2. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) 12,5%
4) Target dapat dicapai
5) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya

6) Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan



Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP PUSAT OLEH APIP)

m KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT

3. KINERJA LAINNYA 2,5%
7) Inisiatif dalam pemberantasan korupsi
8) Inovasi dalam manajemen kinerja

9) Penghargaan-penghargaan lainnya
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Sumber : Permen PAN-RB No. PM 12/2015



Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP UNIT OLEH APIP)

m KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT

A. PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN STRATEGIS 5%
a. PEMENUHAN RENSTRA 1%

1) Renstra telah disusun

2) Renstra telah memuat tujuan

3) Tujuan/hasil program yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan

4) Tujuan/hasil program telah disertai target keberhasilannya

5) Dokumen Renstra telah memuat sasaran

6) Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran

7) Dokumen Renstra telah memuat target tahunan

8) Renstra telah menyajikan IKU

9) Renstra telah dipublikasikan
b. KUALITAS RENSTRA 2,5%

10) Tujuan/hasil program telah berorientasi hasil

11) Ukuran keberhasilan tujuan (outcome)/hasil program telah memenuhi kriteria ukuran
keberhasilan yang baik

12) Sasaran telah berorientasi hasil



Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP UNIT OLEH APIP)

m KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT

13) Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang
baik

14) Target kinerja ditetapkan dengan baik
15) Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan

16) Dokumen Renstra telah selaras dengan dokumen RPJMN/ dokumen Renstra atasannya

17) Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak
kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)

c. IMPLEMENTASI RENSTRA 1,5%
18) Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan

19) Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun
berjalan

20) Dokumen Renstra telah direviu secara berkala
2. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 10%
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 2%
1) Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun
2) Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun
3) PK telah menyajikan IKU
4) PK telah dipublikasikaan



Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP UNIT OLEH APIP)

m KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT

5) Rencana Aksi atas kinerja sudah ada
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 5%
6) Sasaran telah berorientasi hasil

7) Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenubhi kriteria indikator kinerja
yang baik

8) Target kinerja ditetapkan dengan baik

9) Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran

10) Dokumen rencana kinerja tahunan telah selaras dengan dokumen pengajuan anggaran
11) Dokumen PK telah selaras dengan Renstra

12) Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas
fungsi)

13) Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja

14) Recana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang
akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja

c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 3%
15) Rencana Kinerja Tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran
16) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan

17) Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala

-z - 1 &3



Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP UNIT OLEH APIP)

m KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT

18) Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan

19) Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada
tingkat eselon Ill dan IV

1. PEMENUHAN PENGUKURAN 2,5%
1) Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal
2) Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon Il dan IV sebagai turunan kinerja atasannya
3) Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja
4) Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan
2. KUALITAS PENGUKURAN 6,25%
5) IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik
6) IKU telah cukup untuk mengukur kinerja
7) IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP
8) Ukuran (Indikator) kinerja eselon Il dan 1V telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
9) Indikator kinerja eselon Ill dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya

10) Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja

organisasi/atasannya
11) Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang

-z - B ;3



Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP UNIT OLEH APIP)

m KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT

12) Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan

13) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala
(bulanan/triwulanan/semester)

14) Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi
3.  IMPLEMENTASI PENGUKURAN 3,75%
15) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran
16) IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja
17) Target kinerja eselon Il dan IV telah dimonitor pencapaiannya

18) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan
(dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment
19) IKU telah direviu secara berkala

20) Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja
secara berkala

C. PELAPORAN KINERJA

1. PEMENUHAN PELAPORAN 1,5%
1) Laporan Kinerja telah disusun
2) Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu
3) Laporan Kinerja telah dipublikasikan

4) Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU



Lanjutan ... (KOMPONEN EVALUASI AKIP UNIT OLEH APIP)

m KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT

2. PENYAIJIAN INFORMASI KINERJA 3,75%
5) Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian Sasaran yang berorientasi outcome
6) Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan
7) Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja

8) Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini
dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan

9) Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya

10) Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja
instansi

11) Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan

3. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA 2,25%
12) Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja
13) Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan

14) Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program
dan kegiatan organisasi

15) Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIT KERJA

Sumber : Permen PAN-RB No. PM 12/2015



Lanjutan... (PENGHARGAAN CAPAIAN & PELAPORAN KINERJA)

Penghargaan  dari  Sekretariat [ N BRI
Jenderal diberikan terhadap
ketaatan atas pelaksanaan proses
penerapan Sistem Aplikasi Kelengkapan Data Pelaporan
Pengukuran Kinerja pada Unit Kerja ‘ Capaian Kinerja

di  Lingkungan  Kementerian Ketepatan Waktu Pelaporan
Perhubungan, dimulai dari Capaian Kinerja

pengisian Data Kinerja, Pengukuran
Kinerja hingga penyampaian
laporan capaian kinerja secara
berkala

Capaian Kinerja

Kelengkapan dan Ketepatan
Waktu Penyusunan Dokumen
SAKIP

_______________________________

N e e e e e e e e e e e e

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020 (Pasal 38-39)

-z - B’



Lanjutan ... (PENGHARGAAN CAPAIAN & PELAPORAN KINERIJA)

Penerapan di lingkungan Direktorat Jenderal
Perkeretaapian berupa penghargaan capaian dan
pelaporan kinerja diberikan dalam bentuk piagam

berdasarkan evaluasi mandiri Laporan Capaian
Kinerja Triwulan

Penghargaan berdasarkan
Kepatuhan Pelaporan
Kinerja

Penghargaan berdasarkan
Capaian Kinerja
(Rata —rata capaian kinerja
berdasarkan target pada
dokumen Perjanjian Kinerja Komponen Penilaian :
Ketepatan Waktu
Pengumpulan (20%)
9 - Pemenuhan informasi
PIAGAM PENGHARGAA kinerja dan pemanfaatan
T PIAGAM PENGHARGAAN informasi kinerja (80%)

diberikan kepada

Sebagai

PERINGKAT 1

T o e e e Sumber : SOP 01/SOP/K1/DJKA 2019 tentang
e Pemberian Reward dan Punishment terhadap
Capaian Kinerja Unit Kerja

Jakartu,  Agto 20

ERETAAPIAN

IREKTUR JENDERAL PERK]

Ir. ZULFIKR, MSc., DEA
Pembina Utama Madya (1Vd)
19620709 1997031 002

-z - 1 B
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A. PENGELOLAAN DATA KINERJA

CAKUPAN

=EED

-z - B &3




E-SAKIP

Aplikasi oleh Kementerian
PANRB.

Balai/Satker upload Dokumen
SAKIP (RENSTRA, RKT, PK,
LKIP, Laporan Triwulan,
Rencana Aksi) yang telah
mendapatkan persetujuan
pimpinan sebagai data
dukung evaluasi APIP
Kemenhub dan
KemenPANRB

B. APLIKASI PENGELOLAAN DATA KINERJA

E-MONEV

Aplikasi oleh Bappenas
sebagai tindak lanjut PP 39
Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan.

Balai/Satker melakukan
penginputan realisasi
anggaran untuk masing-
masing output dan komponen
sebagaimana pada POK
setiap Triwulan.

E-PERFORMANCE

Aplikasi oleh Kementerian
Perhubungan.

Balai/Satker melakukan
penginputan data
capaian/realisasi kinerja
berdasarkan Dokumen
Perjanjian Kinerja setiap awal
bulan (tanggal 1 s.d 5).

-

SISTEM PELAPORAN KINERJA (SILAKI) PADA PORTAL APLIKASI DITJEN PERKEREETAAPIAN



C. APLIKASI E-SAKIP REVIU

N

e-SAKIP REVIU adalah sistem aplikasi yang
dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai
upaya peningkatan kualitas pelaksanaan
akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi

emerintah.
€ 4

Tujuan sistem sebagai sarana pembinaan interaktif
pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah
dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online

A f*

Perintah Presiden

¢ ¢
E\flSlQnSl Penggunaan W Foi(uks pada ma:(nftaat
nggaran untuk masyaraka
Q 99 Y
\ Penyederhanaan
Laporan

FITUR

1. Pembinaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara interaktif
2. Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara online

Website : €Sr.menpan.qo.id




Lanjutan ...

KOMPONEN E-SAKIP REVIU

@“ “ s

N KINERJA

L
LAPORAN

KINERJA
{

DASHBOARD




Lanjutan...

MASUK APLIKASI E-SAKIP REVIU

Login  [RATEN Sebelum mengakses e-SAKIP Reviu,
dan kode Captcha p aSti kan :

o-SAKIP REVIEW 1. Jaringan internet yang baik dan stabil

2. Memiliki web browser “Google Chrome”
3. File yang di-upload maksimal 35 MB

e ‘ , 4. Format yang di upload sebaiknya dalam
=53 , bentuk *.pdf

;;;;;

NO| UNIT KERJA ESELON | UNIT KERJA ESELON I EMAIL USERNAME PASSW
1 | Ditjen Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian eval.bagrenka@gmail.com djka.kemenhub ik

2 | Ditjen Perkeretaapian Sekretariat Ditjen Perkeretaapian bagrenka@gmail.com setdjka.kemenhub ok

3 | Ditjen Perkeretaapian Direktorat Sarana Perkeretaapian tu.ditsarana@gmail.com ditsaranaka.kemenhub rkx

4 | Ditjen Perkeretaapian | Direktorat Prasarana Perkeretaapian ditpraska2 @gmail.com ditprasaranaka.kemenhub ok

5 | Ditjen Perkeretaapian |Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA| sekretaris.dllaka@gmail.com ditllaka.kemenhub ok

6 | Ditjen Perkeretaapian |Direktorat Keselamatan Perkeretaapian|direktur.keselamatan@gmail.comditkeselamatanka.kemenhub| ***

7 Dst.. Dst.. Dst.. Dst.. Dst..



mailto:sesitjen.kemenhub@gmail.com

Lanjutan...(MENU DOKUMEN SAKIP)

= A- & adminkemenhut
T I P Setelah masuk pada aplikasi
0oPD Renstra KU enjalt K i inerja AKII .
mEiEE " e-SAKIP Reviu maka akan
v @ masuk pada home(Tampilan

muka) aplikasi e-SAKIP
Reviu. Tampilan aplikasi e-
SAKIP Reviu, terdapat
menu: Dashboard, Dokumen
SAKIP, Tanggapan Instansi,
Pengaturan dan FAQ.

< < L

Pada item Dashboard, akan terlihat unit kerja mana
yang sudah melakukan pengunggahan dokumen




Lanjutan... (CARA UPLOAD DOKUMEN SAKIP)

Dokumen yang di-upload adalah dokumen yang terbaru (Renstra, IKU, RKT, PK, Renaksi atas PK, LKIP, LKE)

Upload Renstra
Renstra P
>  Dashboard / Renstra / Upload Renstra
> Dashboard / Renstra
2 Di isi dengan
_> Nama Doc
Yang Di
Renstra 1
Al v CARI
0 3
PILIH DOKUMEN q Pilih Doc
Klik untuk
mengupload Doc
m ﬁ Klik Simpan




Lanjutan...(HASIL UPLOAD)

Al v CARI
0 v
No Username Unit Kerja Tgl Upload Dokumen  Ket Tanggapan
1 setdjka.kemenhub  Sekretariat Direktorat |enderal 16 Mar 2018 E Revu Renstra Kementerian Bidang Perkeretaapian 2015-2019

Perkeretaapian 14:02

Showing 110 1 of 1 entries



Lanjutan... (MENU TANGGAPAN INSTANSI)

Terdapat dua menu tanggapan:
1) Tanggapan umum atas instansi pemerintah; dan
2) Tanggapan atas setiap dokumen.

Tanggapan umum atas instansi pemerintah
instansi.

Tanggapan Instansi

Pada menu ini, tanggapan yang diberikan adalah
tanggapan secara keseluruhan atas pelaksanaan
akuntabilitas kinerja di Kementerian/Lembaga/
pemerintah.  Admin Kementerian/Lembaga/
pemerintah daerah dapat membaca tanggapan
dari evaluator Kementerian PAN RB dan dapat
membalas tanggapan.

Renstra

Tanggapan atas setiap dokumen.

Tanggapan atas setiap dokumen dilihat pada
setiap dokumen yang diunggah. Pada menu
ini, admin Kementerian/Lembaga/ pemerintah
daerah dan user satuan kerja dapat membaca
tanggapan dari evaluator dan dapat membalas
tanggapan.

Tanggspan




D. E-MONEV BAPPENAS

LATAR BELAKANG (https://e-monev.bappenas.qgo.id/)

Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

1. Memastikan rencana dijalankan dengan baik dalam kerangka
pencapaian sasaran pembangunan

Memastikan/mengawal pencapaian sasaran pembangunan

Mengawal pelaksanaan intervensi pemerintah dalam kerangka
pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan

Hasil Monevdal ter-internalisasi dalam rencana pembangunan
(perencanaan)

* Realisasi anggaran

OBJEK PEMANTAUAN * Realisasi fisik (capaian output)
* Permasalahan

» Status pelaksanaan

» Upload bukti pendukung

 Komponen

* Output

vV VvV

* Indikator output + Capaian indikator

* Permasalahan

A 4

» Indikator kinerja kegiatan



https://esr.menpan.go.id/

Lanjutan ... (PROFIL DOKUMEN RKA K/L)

RENCANA KERJA All GGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2017

KEMEN/LEMB & (033) KEMEN TERLAN PEKERIASN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (
UNIT ORG : (09) DIDEN CPTAKARYA Unit Kerja K/L
PROGRAM (033.05.07) PROGRAM oM }

SATUAN KERJA & (466235) PROVINST SULAW EST BARAT
PROPINST : 2;; Suuwestearar _—
LOKASL ' . SULAWEST BARA
Program dan Kegiatan Sesuai Renja K/L / KRISNA
o/ | wi| 2[2]2]2 ) :
¥o0E PROGRAM/ asiiiiov iy} Gl i @ [/ ofo|o|o
SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME | MARGASATUAN | JUMLAM BIAYA HHHHH
Program =] = = = - 1= (==
BT e
Pormuldman — .
- - - UB OUTPUT Dari KRISNA
01 | Luas Kawasan kumuh & pariotasn yeng drangand
02 | Kawasan permulkiman perdesasn yeng ditangani KOMPONEN

- Yang dipantau

03 | Luas kawasan permee iman khusus yang drangan

04 | Peningiatan cakupan SPAM & parkox

Ke iatan 05 | Jumish RT yang memanfastian SPAM bukan mringan perpipasn “Optional /2 digit/ “\
& 06 | Jemish penduduk yang memanfastkan pelayanan ar imbsh SUB KOMPONEN | affabet A,B, .. ALAB, J

07 | Jomiah penduduk yang memanfastian pelayenan parsan

M 08 | Los s yorg ek rmloks ywnan s e m Jenis Belanja 51,52,53,57 /
2413 Pambinaan dan Pungembangan Ar Minum 0.541.497.000 |_KPPN / Sumber dana

(Fungsi/Subfungsi : 06.03)

OUIPUE S| 21505 | oo dn Agmwases A 5990 i | amzman | o B ——— s
) {Base Line] J

Lokasi | PROP, SULAWES BARAT .

241,003,000 Fasiltasi Penguatan Kapasitas Pemda 1+ [Lagoran 21,545,000
P AP KHECHE PECUNAD arseso0q
Komponen / 900 Poizks 3n 2an Admimisvasi Kegistan 2| el =| =
241,003,007 Rekomundast Sumbar Pembisyaan dan Pola lnvstast ] P
Adang Ar Minum
JUML A KOMPONEN UTAMA £07.348.000
» Fasition Pufmsariaan Pembamen dan 1o mtay 150.000.000
o) Monnoring éan Bvakiasi 657,146,000




Lanjutan... (PEMANTAUAN DAN APLIKASI E-MONEV)

Pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan
rencana pembangunan (intervensi pemerintah —Renja-KL)

Pemanfaatan data realisasi yang dilaporkanuntuk
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan secaraberjenjang

Penekanan pada pemahaman bisnis prosesprogram dan kegiatan,
sehingga data yang dilaporkan menggambarkan kondisi yang
sesungguhnya




Lanjutan... (ALUR PELAPORAN BERJENJANG)

Mekanisme penjenjangan pelaporan dalam aplikasi e-Monev (dapat pula digunakan sebagai mekanisme
pengendalian berjenjang) sebagaimana diatur oleh PP 39/2006, pasal 4, 5,6,7 dan 8; adalah sebagai berikut:

Komponen

Rincian
Output (RO)
Satker

Rincian

Output (RO)

Indikator
Kinerja
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Program

Pelaporan Pelaporan Pelaporan Pelaporan Pelaporan
data realisasi Data realisasi data realisasi capaian capaian
pelaksanaan RO satker RO indikator indikator
komponen (data RO kinerja di level kinerja di level
berdasarkan kegiatan (IKK) program (IKP)
dokumen RKA-
KL)
Pelaksana dan Pelaksana dan Pelaksana dan Pelaksana dan Pelaksana dan
penanggung penanggung jawab penanggung jawab RO penanggung jawab penanggung jawab
jawab RO dimasing- (UKE 2) melaporkan Kegiatan (UKE 2) Kegiatan (UKE 1)
komponen masing satker realisasi RO berdasarkan melaporkan realisasi melaporkan realisasi
melaporkan melaporkan data sebaran RO (satker) IKK berdasarkan data IKP berdasarkan data
pelaksanaan realisasi RO dan realisasi komponen realisasi komponen, realisasi komponen, RO
komponen RO (satker) dan RO satker, RO dan IKK



Lanjutan ... (VERIFIKASI LAPORAN)

* Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, data realisasi hasil pemantauan yang telah dientrikan oleh
Satker/UKE-2/UKE-1 akan diverifikasi oleh Biro Perencanaan mewakili kementerian/Lembaga.

* Model verifikasi ini merujuk pada mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam PP 39/2006, pasal 9 ayat
4, dimana pimpinan kementerian /Lembaga menyampaikan laporan triwulanan kepada Bappenas paling
lambat 14 hari kerja setelah triwulan berakhir.

* Penyusunan laporan triwulanan akan menggunakan data yang telah diverifikasi tersebut.

A 4

Pelaporan TW1
Verifikasi akan
dibuka tanggal 1
April dan akan
ditutup 14 hari
setelahnya

Pelaporan TW3
Verifikasi akan
dibuka tanggal 1

Oktober dan
akan ditutup 14
hari setelahnya

A\ 4

JAN DES

Pelaporan TW4
Verifikasi akan
dibuka tanggal 1

Pelaporan TW2
Verifikasi akan
dibuka tanggal 1 Juli
dan akan ditutup
14 hari setelahnya

Januari T+1 dan
akan ditutup 14
hari setelahnya




Lanjutan ... (PENGGUNA E-MONEV BAPPENAS)

USER ORGANISASI TUGAS
Unit Kerja Eselon 1 . Pengendalian pelaksanaan Renja-KL (program dan kegiatan
K4 (termasuk koordinator dilingkupnya).

program lintas) . Entri data realisasi indikator kinerja program

. Pengendalian pelaksanaan Renja-KL (level kegiatan, RO, RO
(satker) dan komponen

. Entri data realisasi rincian output (RO) dan RO (satker)

. Entri data realisasi indikator kinerja kegiatan

Unit Kerja Eselon 2
K5 (termasuk koordinator
program lintas)

‘ . Pemantauan pelaksanaan Renja-KL level komponen dan RO (satker)
K8 Satuan Kerja *  Entridata realisasi komponen dan RO (satker)

KELOMPOK USER ENTRI DATA

User User User User User User
K8 K5 K8 K5 K4 K3
(INPUT) KOMPONEN (OUTPUT) RINCIAN OUTPUT (OUTCOME) INDIKATOR KINERJA
User User User User User User User User User User User User
K8 K7 K6 K5 K8 K7 K6 K5 K5 K4 K3 K2
User User User User User User
K4 K3 K2 K4 K3 K2

KELOMPOK USER PEMANFAAT DATA



Lanjutan ... (PROSES PENGISIAN E-MONEV BAPPENAS)

@ login website

Direktorat
SPPEPP

http://e-monev.bappenas.go.id/emon3

K8_KODEBALAI
bhinnekatunggalika




Lanjutan ... (LOGIN)

Username & Password

Penanggung Jawab Penanggung Jawab Password
Program Kegiatan

K4 022.08 Ditjen Perkeretaapian AYOCUCITANGAN
K5_022.08.02 Ditjen Perkeretaapian Direktorat Lalu Lintas dan AYOJAGAJARAK
Angkutan Kereta Api

K5 022.08.03 Ditjen Perkeretaapian Direktorat Prasarana AYOJAGAJARAK
Perkeretaapian

K5_022.08.04 Ditjen Perkeretaapian Sekretariat Ditjen AYOJAGAJARAK
Perkeretaapian

K5_022.08.05 Ditjen Perkeretaapian Direktorat Sarana AYOJAGAJARAK
Perkeretaapian

K5_022.08.06 Ditjen Perkeretaapian Direktorat Keselamatan AYOJAGAJARAK
Perkeretaapian

K5_022.08.07 Ditjen Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian AYOJAGAJARAK

Untuk Akun Satker (K8)

Username : K8_kode satker
Password : AYOPAKAIMASKER



Lanjutan ...

@ step by step

Cek Simpan

Menu Output Cek & Input
Pemantauan Komponen Realisasi

Login ‘ T ‘ T Selesai
Cek
Cek Sub Output Isi
Kegiatan (jika ada) Rincian Komponen
BAHAN PENDUKUNG POK, TOR, RAB, LAPORAN DAYA SERAP (PER BULAN)



Lanjutan...

HAL YANG DIPERHATIKAN

@ menu pemantauan & cek kegiatan

1
1
1
1
1
= = 2. PEMANTAUAN !
@WmoNEV ' 1. Pastikan data dan informasi yang
B owasren ; ditampilkan sesuai dengan data
Kas : User K8
! 2.  User K8 melanjutkan ke menu
R ! pemantauan berikutnya dengan
3 I mengklik baris kode dan/atau
e : nomenklatur kegiatan atau ikon
i - : tangan untuk menuju halaman
@ I . output dari kegiatan tersebut
apa :
1
[=] |
1
1
klik Cek Kegiatan dan :
1
1

menu pemantauan klik baris kode dan/atau nomenklatur kegiatan



Lanjutan ...

HAL YANG DIPERHATIKAN

@ cckoutput
T @WonEV

€ DiNASPEN... -

1. User K8 memilih output yang akan
dipantau
2. Jikaterdapat lebih dari satu output,

E:zrb I:ﬁizrﬁ User harus melakukan pemantauan
L - data diatasnya dan menginput data realisasi pada
. _ (kembali ke list semua output
©  Pemantauan data kggiatan]
P \
Eal Bukti Pendukung e o

NOMENKLATUR OUTPUT KEGIATAN

Cek Output dan klik baris kode dan/atau nomenklatur output kegiatan



LANJUTAN...

@® ccksub output
T
1. User K8 memilih sub output yang

& | akan dipantau
2. Jikaterdapat lebih dari satu sub
output, User harus melakukan
pemantauan dan menginput data
€ Pemantauan . .
realisasi pada semua sub output

HAL YANG DIPERHATIKAN

B Dukti Penduiung S ® Catatan: Beberapa K/L memiliki sub
output. Jika tidak ada, maka pada
halaman ini akan muncul nomenklatur
“tanpa sub output”

Cek Sub Output dan klik baris kode dan/atau nomenklatur sub output kegiataril
1



Lanjutan...

@ cckkomponen

o £ 2. PEMANTAUAN
GMONEV

HAL YANG DIPERHATIKAN

Jika terdapat lebih dari satu
komponen dalam satu sub output,
User K8 harus melakukan
pemantauan dan menginput data
realisasi pada semua komponen

DINAS PEN... -

6

Cek Komponen dan klik baris kode dan/atau nomenklatur komponen



Lanjutan ...

@ isirincian komponen

HAL YANG DIPERHATIKAN

2. PEMANTAUAN

- 1.  User harus melengkapi rincian
. komponen yang terdiri dari volume
komponen, jenis komponen, jenis
i User K8 mengis kewenangan dan alokasi
o | fomponenjecs anggarannya
W tgxg:::g”a:igaiems User mengklik tombol simpan

~ (O]

ketika seluruh proses input rincian
komponen telah selesai dilakukan

§ )
L]
N

Lengkapi rincian komponen



Lanjutan...

. S & li . HAL YANG DIPERHATIKAN
lmpan mpUt reatsasi 1.  User mengklik tombol realisasi

yang terletal di samping tombol

simpan

2. User mengklik tombol pensil

pada panel dashboard realisasi

komponen bulanan, di baris

User K8 mengklik bulan, untuk menginput realisasi
tombol ikon bulan berikutnya

pensil untuk L . .
masuk ke form User mengisi data realisasi (fisik
input data

realisasi -~ — dan anggaran)

4.  User dapat mengisi/memilih lebih
dari 1 kategori masalah dan
mengisi rincian permasalahan di
kolom keterangan permasalahan
User mengisi status pelaksanaan
User mengisi url bukti

_ o pendukung dan mengklik tombol
Isi Realisasi Komponen simpan, setelah input data
selesai dilakukan

N

o o

w



E. APLIKASI E-PERFORMANCE

* Data tidak terintegrasi &’3\0‘ ) —
 Data susah dicari ?‘g. .  —
* Kinerja susah diukur © Enabler
. Supporting
* Data terintegrasi
Layanan o
° Terintegrasi * Data mudah dicari
. * Kinerja terukur
Sistem
Berbasis
Web

DASAR HUKUM:
* Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 (http://eperformance.dephub.qgo.id/)

* Perpres nomor 29 Tahun 2014
*  Permen PAN-RB nomor 53 Tahun 2014
*  PM nomor 85 Tahun 2020


http://eperformance.dephub.go.id/

Lanjutan ... (TUJUAN)
Sistem aplikasi E-PERFORMANCE dibangun dengan tujuan :

Mendukung program reformasi birokrasi, khususnya pada proses pengukuran
kinerja

Mempermudah proses pemantauan, evaluasi, pengendalian kinerja

. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja

n Mempermudah penyusunan LKIP




Lanjutan... (TAHAPAN PENGISIAN)

Input & Upload Input Capaian

Input Renstra Pengesahan Kinerja

Sasaran PK
Login ‘ T l ’ ‘ T Selesai

Input & Upload
Input PK Input
Indikator Anggaran

BAHAN PENDUKUNG

Renstra, PK, POK, Data Capaian

Penginputan data kinerja yang terdiri
dari sasaran kinerja, indikator dan BATAS WAKTU

.targ.et kinerja ke dalam Sl.stem * Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama dan Satuan

Aplikasi E-Performance dan dilakukan Kerja pada hari kerja ke 5 bulan berikutnya

paling lambat 5 (LIMA) HARI KERJA * Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya pada hari kerja
ke 10 bulan berikutnya

* Unit Kementerian pada hari kerja ke 15 bulan
berikutnya

sejak perjanjian kinerja ditandatangani.




Lanjutan ... (TAHAPAN PENGISIAN)

@ Input sasaran

silahkan login akun operator

E-PERFORMANCE

SISTEM INFORMAS| PENGUKURAN KINERJA
KEMENTERIAM PERHUBUNGAN £ Download Excel

Sasaran Unit Eselon |

Sasaran Unit Eselon Il

operator] 11A

T + Tambah untuk
E menambah sasaran
. . . . > Reload Captcha
klik menu sasaran sesuaikan dan klik cari '
] oo
- Klik di sini langan
§ = \/ lupa
% \* (o] simpan
= fitur menghapus
“ untuk @l tidak ada
¢ mengedit (2] tapi bisa di non-
aktifkan



Lanjutan ... (TAHAPAN PENGISIAN)

@ input indikator

1. Indikator PK yang di masukkan dari PK
Kepala Kantor
2. PK Kepala Kantor harus mencakup
semua PK Kepala Seksi/Sub Bagian
3. Tidak ada perbedaan IKU dan IKK dan
IK:
* IKU - Indikator Kinerja Utama biasa
untuk Es. |
+ IKK - Indikator Kinerja Kegiatan
biasa untuk Es. Il
+ IK - Indikator Kinerja biasa untuk Es.
II/UPT/Balai

ahun 2018

<M + Tambah

Sasaran

nit Eselon | 03 - DIREKTORAT JEND

IKU Unit Eselon | UPT/Satker Mandir 103A - BALAI PENGUJIA

IKK Unit Eselon II
cari m

klik menu indikator sesuaikan dan klik cari + Tambah untuk
menambah sasaran

: - Cores [ s

= N el Y Program dan Kegiatan di lewati

= [@] . .

‘ —fitur lalnga” Sementara dalam pengembangan

“ untuk @/ menghapus ‘upa integrasi dengan aplikasi e-planning
=z  mengedit (2] tidak ada simpan

tapi bisa di
non-aktifkan



Lanjutan ... (TAHAPAN PENGISIAN)

@ input&upload renstra

1. Renstra Es. Il ke bawah harus

1
1
1
1
1
# 1
Tahun | 2018 '\/ ! mengikuti Renstra
AT e T = ! Es. I, tidak boleh keluar dari
© 5 kelola Renstra Es. |
Target Renstra Unit Eselon II UPT/Satker Mandir 103A-BALAIPENGUIA @ = Istan X 2. Dokumen baru terupload saat
= om gt mengklik simpan
ari 1
== Li?i:a i1 3.  Dokumen max. 20 Mb
mengisi . 4. Dokumen yang di upload pastikan
. S
klik menu renstra sesuaikan dan Klik cari ! Sl_Jdah memiliki tanda tangan
1 5. Disarankan dokumen berbentuk
: pdf
Nama Dokumen Dokumen Renstra :
. 1
| Choose File | No fil¢ 675 ]angan 7
File i/pe pdf, max fil¢ - \, Iupa
N Harus diisi ~ Simpan
ISI nama s Jika tidak menu
dokumen input PK tidak keluar
& pilih dokumen
renstra



Lanjutan ... (TAHAPAN PENGISIAN)

@ input&upload pk

1
1
1
1
1
2015 -2019 § ! . .
ol W 1. Isitarget PK sesuai dengan PK
2= Kelol : Kepala Kantor
PK Unit Eselon| miestont | o3-omactoneTM iS?a?]a ' 2. Isidengan angka saja
A o — —— ' 3. Tidak perlu di titik untuk
PK Unit Eselon Il UPT/Satker Mandi 03A - BALAI PENGUJI PK | A kk b
z|= ! menunjukkan ribuan
. untuk
[ con [ e [ . :
zl= mengisi X
1
klik menu PK sesuaikan dan klik cari |
:
1
1
Target PK 2018 T il 2 T 3 T 1
1
96 96 296 96 96 1
1

isi target pk dan triwulan

CoEEmm e

lupa
simpan



Lanjutan ... (TAHAPAN PENGISIAN)

. pengesahan pk silahkan login akun pimpinan

Periode Renstra 2015-2019

Approva R Hel

. Kontak Admin

1
1
1
& My Profile !
Tahun 2018 1
& Account Settings 1
R Help login Unit Eselon | 03 - DIREKTORAT JENDER : Approval boleh di lakukan oleh
* Kontak Admin akun Input PK e I staf dengan syarat PK telah di
» Logout pimpinan = 1 tanda tangani oleh pimpinan
1
1
1
logout dari klik menu sesuaikan dan klik cari
akun operator pengesahan PK |
1
1
& My Profile :
# & Account Settings :
1
1
1
1
1

. ® Log Out
Klik klik approval jangan :
pengesahan pk  untuk checklist semua lupa logout dari
simpan akun pimpinan



Lanjutan ... (TAHAPAN PENGISIAN)

‘ il’] put anggaran silahkan login akun operator

2015-2019

iii

2019

IKU Unit Eselon |

1
1
1
1
1
— | I
03 - DIREKTORAT JENL e b keIOIa : ISI Sesuai
IKK Uniit Eselon II R el [ ::%r;aran . anggaran
1
= m z = . pada POK
1
1
. . . . 1
klik menu anggaran sesuaikan dan Klik cari 1
1
1
" 1
aaaaa X
1
850.000.000 I
jangan ! sementara dglam .
isi A Awal lupa . pengembangan integrasi
St Anggaran Awa simpan ' dengan aplikasi e-monitoring



Lanjutan ... (TAHAPAN PENGISIAN)

@ inputcapaiankinerja

silahkan login akun operator

Capaian Kinerja Unit Eselon |

Capaian Kinerja Unit Eselon I

@ Tambah Data 03 - DIREKTORAT JENC

er Mandi 103A - BALAI PENGUJI

klik tambah
data

klik menu sesuaikan dan Klik cari

capaian kinerja

# s

jangan
Input Capaian |Upa
simpan
Input capaian
Dan isi capaian

Selalu input capaian kinerja di antara
tanggal 1 s.d 5 di awal bulan untuk
unit kerja mandiri/UPT dan Eselon II,
serta maksimal tanggal 10 untuk
Eselon |

Jika tidak, maka sedikit repot dengan
pengajuan “unlock”

Jika data belum ada, silahkan di isi
angka nol terlebih dalulu, lalu ketika
data ada, silahkan di edit

Edit lebih mudah di bandingkan harus
“unlock”

Jika memang belum terlaksana, di isi
angka nol

Fitur Baru

Operator Unit Kerja Eselon | dapat
mengakses menu unlock capaian
kinerja, untuk unit kerja dibawahnya.

/



Lanjutan...(DASHBOARD PANTAUAN/STATUS PENGUMPULAN DATA)

CONTOH:

Belum ada PK  PK sudah ada tapi realisasi belum lengkap PK sudah ada tapi tidak ada realisasi



Lanjutan...(DETAIL TIDAK LENGKAP)

CONTOH:

Data IKU/IKK

Capaian Yang Belum Terisi

IKU/IKK Satuan

AL KAPAL KANTOR PANGKALAN PENJAGAAN Liter

Capaian Yang Sudah Terisi
No IKUAKK Satuan

Laporan

5 TERKAIT UNTUK Jumiak

IKK belum ada realisasi




Lanjutan...(DETAIL KOSONG)

CONTOH:

Data IKU/IKK

Capaian Yang Belum Terisi

Detail Realisasi Masih Kosong




F. SISTEM PELAPORAN KINERJA (SILAKI) PADA PORTAL APLIKASI



https://portal.djka.dephub.go.id/

Lanjutan... (TAMPILAN DASHBOARD)

: ! = m

) e JREKTOR.
&
a
CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
& Triwulan | Triwulan Il Triwulan Nl Triwulan IV

o -
10052 e s o
CAPAIAN KINERJA PER INDIKATOR KINERJA

CAPNANTW! @ CAPANTWZ @ CAPAMNTWS @ CAPAANTWA




Lanjutan...

CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT J

JERAL PERKERE TAAPIAN PER UNIT KERJA

BALAI PENGUJIAN PERKERE TAAPIAN DIREKTORAT KESELAMATAN BALAI PENGELOLA KERE TAAPI RINGAN SUMATERA SELATAN

(— ] — ]

DREKTORAT KESELAMATAN mon% m-

AL PENGELCLANTETANP RNGAN SUMATERASELATAN [ s | e | et |
‘ DREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETAAP! 10507 % mm
5 DREKTORAT PRASARANA 10454 % mmm
7 DIREKTORAT SARANA 10259% e e
s 'BALA) TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA 100,00 %

6 BALAI TEKNIK PEREKERE TAAPIAN WILAYAM JAWA BAGIAN BARAT

s BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAN JAWA BAGIAN TENGAH wnN
10 BALAITEKNK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAVA BAGIAN TIAUR 834%
1 BALA TEKNK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT 051%
12 BALAIPERAVATAN PERKERETAAPAN 9300%
13 SEKRETARIATDIREKTORAT JENOERAL PERKERETAAPUAN nw%

BALAS TEXMIK PERKERETAAPIAN WIAYAH JAKARTA DAN BANTEN

LA TERNIK PERKERE TAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN

BALAI PENGELOUA KERETAAP! SULAWES| SELATAN




Lanjutan...

HAN PELAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKERE TAAPIAN PER UNIT

EKNIK PERKERE

BALA TEXN PERKERETAAPIAN WILAYAN JAWA BAGIAN TRAR NS0T

BALA PENGELOLA KERETAAR RINGAN SUMATERA SELATAN

'BALA TEXNIK PERKERE TAAPIAN WILATAH SUMATERA BAGAN SELATAN W0 BIBU

s AL PERANATAN PERKERETAMPUAN L0 21201 wms
s DEXTORAT PRASARANA ans
B DIREXTORAT SARANA P P %
7 DIREXTORAT KESELAMATAN mLnEwT E

[ 'DIREXTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA AP sms
s 'BALAI TERNS PERKERE TAAPIAN WILATAH SUMATERA BAGIAN UTARA 2211119090433 =%
] 'BALA) TEXNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGUAN BARAT 2211028 14291 mxn
" BALA PENGLUIAN PERKERETAAPUAN 2211110 W26 na%
1 'BALA TEXNI PERKERETAAPUAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN 2NNDN% sn

N0 20103

a9 mAn

-
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

'BALA PENGELOLA KERETAAPY SULAWES! SELATAN Burm 3 pangurmguian




Lanjutan ...

1 SEXRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

2 DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETAAP!
3 DIREXTORAT PRASARANA
s DIREKTORAT SARANA
5 DIREXTORAT KESELAMATAN
6 BALAI TEXNI PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
7 BALAJ TEKNIX PEREKERETAAPIAN WILAYAH JAVA BAGIAN BARAT
] BALA TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
s BALAI TEKNI PERKERETAAPIAN WILAYAH JANA BAGIAN TIMUR
10 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
n BALAI TEKNIK PERKERETAAPUAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT
2 BALAI TEXNIX PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN
n BALA PENGUNAN PERKERETAAPUAN
u BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
15 BALAI PENGELOLA KERETAAP RINGAN SUMATERA SELATAN
1 BAUA PENGELOLA KERETAAP| SULAWES! SELATAN
” DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
Keterangan
- SR - o Y 8 St - eV ot e T A

Tidak Tepat Waktu & Lengkap ‘ " Tidak Tepat Waktu & Ssbagian Lenghap - Tidak Topat Waktu & Data Dukung Tidak Ada

- il



anjutan ...

¥
H
S
z

' SEXRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERE TAAPIAN

2 DIREXTORAT LALL LINTAS DAN ANGKUTAN KERETAAP!
) DIREXTORAT PRASARANA

4 DIREXTORAT SARANA

5 DIREXTORAT KESELAMATAN

5 BALAI TEKNIX PERKERE TAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN

BALAS TEXNIK PEREKERE TAAPAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT

s BALAI TEKNIX PERXERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAM

5 BALA TEKNIK PERKERE TAAPIAN

VILAYAH JANA BAGIAN TIMUR

BALA TEKNIK PERKERETAAPIAN

" BALA! TEXK PERXERE TAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT

2 BALA TEKNIK PERKERE TAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN

n

" BALAI PERAVWATAN PERKERE TAAPIAN

[ BALA! PENGELOLA KERETA AP RINGAN SUMATERA SELATAN
C BALA PENGELOLA KERETA AP SULAWES! SELATAN

1 DIREXTORAT JENDERAL PERKERE TAAPAN

Keterangan

Topat Wakts & Disetd v Topat Wabts & Betum Dsatufd

- S Wk Bk i
-

Ticok Topat Waktu & Disetil Ticok Topat Wakts & Behm Disobs Ticok Tapat Wakts & Bk Diajuhan

v
m--



anjutan... (TAMPILAN MENU TARGET KINERJA/TARGET RENSTRA)

0 Logout 0 Kembali ke Portal DJKA

199510022013011001
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA

(3 Dashboard 5 Target Rensira

Target Renstra

MENU

#  Dashboxg Periode Renstra 20202024

& Target Kinerja
Unit Kerja DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN |-
« Target Renstra

Target Renstra

oring Bulanan  ~
1 Tips: Untul menggeser ke kirikanan, jika menggunakan mouse, tekan tembel Shift & Soroll Ke At & ke bawsh
& LapoanTriwuan  +
& LapoanTahunan  +
Sasaran Strategis Indikator Kerja 2022 2023
RASIO 036 036 036 X

KONEKTIV PERKERET RASIO KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH ; : 036 036
MENINGKATNYA KESELAIATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI KERETA API RASIO KEJADIAN KECELAKAAN TRANSPORTASI KERETA API (RATE OF ACCIDENT) Kejadian kecelskaan't uta km tempun 02 022 02 022 02
MENINGKATNYA KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI KERETA API RASIO GANGGUAN KEAMANAN PADA PELAYANAN JASATRANSP ORTASI KERETA API Kejadian gangguan keamanan’ jula km lempuh 64 64 64 6 54
MENINGKATKAN KGNER JA PELAVANAN JASA TRANSPORTAS! KERETAAPI PERSENTASE CAPAIAN ON TIVE PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API % @ @ ) [ e
MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN JASA TRANSPORTAS| KERETAAPI PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN PENUMPANG KERETA API % 10 100 100 100 w0
MENINGKATKAN KGNER JA PELAVANAN JASA TRANSPORTAS! KERETAAPI PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN ANGKUTAN BARANG KERETAAPI % 100 100 100 100 100
MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN JASA TRANSPORTAS| KERETAAPI PERSENTASE PENGOPERASIAN JALUR KAYANG SESUAI DENGAN TaI % % % % % %




anjutan ... (TAMPILAN MENU TARGET PERJANJIAN KINERJA)

Update Perjanjian Kinerja X

Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis

KONEKTIVI AAPIAN NASIONAL YANG DIWUJUDKAN

Indikator Kinerja

RASIO KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH

Bulan1 Bulan 7 Jokumen Penangan Kinera

Bulan 2 Bulan § . - ok vt s S fo—
Bulan 3 TW 1 o Bulan 9 TW 3 s 3 S s N

Bulan 4 Bulan 10

Bulan§ Bulan 11

Bulan 6 TW2 Bulan 12 TW 4

Penanggung Jawab
Direktorat Prasarana Perkeretaapian

maEORTA . n 2298 53600 " " " "
SEs BTN TN
A PEL AR TR N - i
AR A A TENPENCATA S - b . o ° s e na .
sesuasesutunin RS S S,




Lanjutan ... (TAMPILAN MENU RENCANA AKSI)

& Logout & Kembali ke Portal DIKA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERA) 5
Rencana Aksi

MENU

Tahun

* Rencana Aksi

Sasaran Strategis Indikator Kerja Satuan Target
- ¥ v Anggaran

TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH

} m KEBLIAKAN DALAM PENYELENGGARAAN RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG % w0 1.236.360.000
PERKERETAAPIAN PERKERETAAPIAN
E T -
[P — TERSEDIANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG % 55 2.499.357.000
S KOMPETEN DAN PROFESIONAL MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSUKEAHLIAN TERTENTU AT
TERWUIUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN
GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN NiLAI a5 858.193.000

JENDERAL PERKERETAAPIAN




Lanjutan ... (TAMPILAN MENU DOKUMENTASI RENCANA AKSI)

Q  Search .. 0 Logout 0l Kembali ke Portal DJKA

199510022018011001

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA
Rencana Aksi Dokumentasi

ashbosrd

MENU

# Dashboard Filter Dokumentasi Laporan

Rencana Aksi Dokumentasi

* Rencana Aksi
Showing 1.7 of 7 items.

Dokumenta:
, Dotumentast # Unit Keria Tahun Tal. Pengajuan Catatan & History Status Aksi
Rencana Aksi
1 DIREKTORAT PRASARANA 2021 2021-08-13 24:40:47 = Revisi 0 ==
& Monitoring Bulanan =
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA
2 2021 20210815 163118 Revisi 0 e
B lowanTiuin < SaGiAN UTARA = [ - |
& LlapornTahunan BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN §
4 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2021 2021-09-29 16:13.08 =2 Revisi 1 ==
5 DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2021 2021-10-01 16:43.47 = ===
5 DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2021 2021-10-01 16:40:56 = Revisi 1 =3
7 BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN 2021 2021-11-03 14:15:39 = Revisi 0 ===




anjutan... (TAMPILAN MENU MONITORING BULANAN/
MENU CAPAIAN KINERJA)

[ Kembali ke Portal DIKA

OLogout

Q Searcn .

189510022013011001
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAY

Capaian Kinerja Capaian Kinerja

meNy
#  Dashboard

Tahun & x| 202
& Tergetkinera -

Bulan Oktober -
B Monitoring Buianan ~

Unit Kerja DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN x|v

* Capaian Kinerja

onitoring

(@ Download Excel

Target Target ) Capaian Capaian ) Verifikasi
Realisasi ° Realisasi

Kinerja Kinerja pa Kinerja Kinerja n Capaian

Tahunan Bulanan apaan Tahunan Bulanan nagaran Kineria

& LapoanTriwulan  ~

& LaporanTahunan -
Sasaran Strategis Indikator Kerja

KGNEKTIVITAS JARINGAN PERKERETAAPIAN RASIO KONEKTIVITAS ANTAR

NASIONAL YANG DIWUJUDKAN DALAM LA RASIO

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

KESELAMATAN TRANSPORTAS| PERKERETAAPIAN RASIO KEJADIAN KECELAKAAN Kejadian ot Argoaran & 121,05%

DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN TRANSPORTAS! KERETA APl (RATE OF kecelakaan/! juta 019 019 12105% 121,05% Neniarng v

PRASARANA YANG HANDAL ACCIDENT) km tempuh ==

KINERJA PELAYANAN TRANSPORTAS| PERSENTASE CAPAIAN ON TIME [r— 120,76%
i (©TR) % 7% 7% 12076% 120,76% Noriong .

KEBUTUHAN TRANSPORTASI KERETAARI Renale) “——




Lanjutan ... (TAMPILAN MENU MONITORING RENCANA AKSI

Rty Monitoring Rencana Aksi

e
-

Tahun S
]

Buian "

Unit Kerja

Rencana Aksi

= zn e o [

asn [ERY

[ — " [ o Capoiam .
Pr—— . - 1stasmaT - 5
e e e
o dug o o o o oot gt e
Fencins ok skl | Farumiar i mevatoskan el wagarn s o e s
Feraadian e i s o o121 8 ok 4 A S 3R Ml TSR 18 S, kb G2 S
| ErrE— e




Lanjutan ... (TAMPILAN MENU DOKUMENTASI MONITORING
RENCANA AKSI)

0 Logout [ Kembali ke Portal DJKA

3174015508950005
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA

Monltonng Renaks' DOkumentaSI {2} Dashboard >  Monitoring Renaksi Dokumentasi
MENU
# Dashboard Filter Dokumentasi Laporan
&  Target Kinerja - Fiter By: Pilin Unit Kerja - Pilih Tahun - Pilin Bulan . W

Monitoring Renaksi Dokumentasi

Showing 1-20 of 36 items

. Acuan
e — # Unit Kerja Tahun . Bulan Tgl. Pengajuan status Catatan & History Aksi
Rencana Aksi
1 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2021 Revisi 1 J 20210708 Approved [ o | +
—
evisi uni 020 pprove:
& Trwuian  ~
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN 20210804 i
2 SARAT 2021 Revisi 0 sanuari 1o Diajukan [ o= | 2 Downioat
& Tahunan  ~
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN 2021-08-04
jl & ac
3 A 2021 Revisi 0 Janari s Diajukan [ oeei |
. BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN o1 et — 2021-08-04 sk = rp—
BARAT 21:42:47 8 =
. BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN o1 Rest0 et 20210804 - rr—
BARAT 21.55:49 I : -



Lanjutan... (TAMPILAN MENU LAPORAN TRIWULAN/MENU
TEMPLATE LAPORAN)

Q semch

l Tambah Template Laporan

B Update Template Laporan: Copy of MASTER TEMPLATE LAPORAN TRIWULAN

LAPORAN
TRIWULAN 3




Lanjutan ... (DOKUMENTASI LAPORAN KINERJA TRIWULAN)

[ Logout [ Kembali ke Portal DJKA

3174015508950005
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA

Laporan {2} Dashboard > Laporan
MENU
# Dashboard Filter Dokumentasi Laporan
& Target Kinerja - Filter By Pilin Unit Kerja . Pilin Tanun . Pilin Triwulan v
& Monitoring Bulanan  ~
Laporan Triwulan
Laporan
- Templa an
Showing 1-20 of 58 items.
i Emena = o # Tahunl} Judul Laporan Tanggal Upload Aksi
Kinerja Triwulan
[re—
1 2021 LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2021 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2021-12-11 19:35:59
- Delete
[re—
2 2021 LAPORAN TRIWULAN 11l TAHUN 2021 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN 2021-10-18 13:38:14
. Cokote
[re—
3 2021 LAPORAN TRIWULAN I1l TAHUN 2021 DIREKTORAT SARANA 2021-11-17 14:02:59
Delete:
B .
[re—
4 2021 LAPORAN TRIWULAN 11l TAHUN 2021 BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN 2021-11-10 10:26:43
Datste



Lanjutan ... (EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN)

T e e s

3174015508950005
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA!

Laporan
MENU
# Dashboard Laporan
& Target Kinerja -

‘ambah

& Monitoring Bulanan ~ ~

owing 1-4 of 4 items.

& Laporan Triwulan # Nama

- 1 Laporan Triwulan 2 Tahun 2021
. - 2 Laporan Triwulan 2 Tahun 2021
Evaluasi Capaian 3 Laporan Triwulan 4 Tahun 2021
Kinerja Triwulan
4 Laporan Tahunan 2021

& Laporan Tahunan -

Terakhir Update

2021-12-11 19:14:32

2021-12-11 18:00:50

2021-12-11 17:15:08

2021-12-13 11:56:17

Status Finalisasi

Draft

Draft

Draft

Draft

[ Kembali ke Portal DJKA

{2} Dashboard > Laporan

Aksi

®EZm

®ET

@& h

®EFT



Lanjutan... (EVALUASI LAPORAN MONITORING KINERJA TRIWULAN)

Evaluasi Kopatuhan Polaporan LAPORAN TRIWULAN il TAHUN 2021 BALAI TEKNIK
PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR

Oisgen Kook e P LA

ILAYAH JAWA BA

. . - o et = s &
Laporan
ey §
g 129t s P e o e - |
’ Jusul Lagenn Tanggal Upkoad A mpagman kv
v | ot e N
5 oo — - : |
24 =
a . G| it o |
k3 APORAN TRIALEAN W TANUN 2021 O - =
f AP TR LA AR 501 BaLAI T T T ——— — - O | N W e [
v | mm— e | By
s - ' e o g8 n BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN
; s B
oDl eecntmires swasiri sy T [ B
vazenen B I =x32= = B 2 &



Lanjutan... (TAMPILAN MENU LAPORAN TAHUNAN/MENU
TEMPLATE LAPORAN)

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAI

Tambah Template Laporan ) Dushbosrd Laporan Params Tambah T

e Laporan

wewy
“ Tambah Template Laporan
-
L
an

1)
8 isomnTeuman - B o

Tomptate Laporan Copy canl

R Update Template Laporan: Copy of Copy of MASTER TEMPLATE LAPORAN KINERJA TAHUNAN

MENU

&  Laporan Tahunan Parameter

AL < ’




Lanjutan ... (DOKUMENTASI LAPORAN KINERJA TAHUNAN)

[ Logout [ Kembali ke Portal DJKA

3174015508950005
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA

Laporan Dashboard > Laporan

MENU

# Dashboard Filter Dokumentasi Laporan

&

Target Kinerja - Filter By Pilin Unit Kerja . Pilih Tahun

M Hecadiapern

Monitoring Bulanan  ~

an Triwulan -

Laporan

Showing 1+1 of 1 item.

N # Tahunli Judul Laporan Tanggal Upload Aksi
Dokumentasi Laporan
Download
Kinerja Tahunan 1 2021 LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2021 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2021-12-13 11:56:17 '




Lanjutan ... (EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUNAN)

0 Logout [ Kembali ke Portal DJKA

3174015508950005

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA/

Laporan {a} Dashboard > Laporan
MENU
# Dashboard Laporan
& Target Kinerja -

ambah

& Monitoring Bulanan  ~ Showing 1-1 of 1 item
B LaporanTriwulan - # Nama Teraknir Update status Finalisasi Aksi
& LapoanTahunan 1 Laporan Tahunan 2021 2021-12-13 11:56:17 Draft @@

Evaluasi Capaian

Kinerja Tahunan




Lanjutan... (EVALUASI LAPORAN MONITORING KINERJA TAHUNAN)

Evaluasi Kepatuhan Pelaporan LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2021 SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

HUN 2021 SEKR
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PENUTUD
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PENUTUP

1. Panduan penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian
Perhubungan.

2. Panduan penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian memuat informasi
tentang penjelasan, alur dan tata cara penyelenggaraaan Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (SAKIP).

3. Dengan tersedianya panduan penyelenggaraan SAKIP ini diharapkan dapat menjadi
acuan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan
disosialisasikan kepada seluruh pegawai, sehingga dapat mewujudkan tercapainya sistem
pemerintahan yang baik / good governance.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA PUSAT 10110

7,

O 9 ditjenperkeretaapian o perkeretaapian {E?} djka.dephub.go.id




KOORDINASI PENYELENGGARAAN SAKIP TAHUN 2022

DESEMBER 2021
® Pengisian e-Performance untuk capaian bulan
November 2021

e Bimbingan Teknis/Pelatihan Penyelenggaraan
SAKIP

* Penyusunan konsep PK unit kerja dan
berjenjang 2022
e Penyusunan konsep LKIP 2021

JANUARI 2022

® Pengisian e-Performance & e-Monev untuk
capaian bulan Desember 2021

e Penetapan SK Tim Penyusunan SAKIP & SK Tim
Monev SAKIP

e Lanj. penyusunan & pengajuan PK unit kerja
dan berjenjang 2022 (maks 20 Januari 2022)

e Lanj. penyusunan & penyampaian LKIP 2021
(maks 25/30 Januari 2022)

FEBRUARI 2022

* Update data e-Performance untuk tahun 2022
& pengisian capaian bulan Januari 2022

¢ Update dokumen SAKIP pada e-SAKIP Reviu

e Evaluasi LKIP 2021 Unit Kerja di lingkungan
Ditjen Perkeretaapian

MARET 2022

¢ Pengisian e-Performance untuk capaian bulan
Februari 2022

D

APRIL 2022

® Pengisian e-Performance untuk capaian bulan
Maret 2022

* Pengisian e-Monev Bappenas periode Januari
s.d Maret 2022

e Penyusunan Laporan Triwulan 12022 (maks 25
April 2022)

MEI 2022

¢ Pengisian e-Performance untuk capaian bulan
April 2022

* Update dokumen SAKIP pada e-SAKIP Reviu

e Evaluasi Laporan Triwulan | 2022 Unit Kerja di
lingkungan Ditjen Perkeretaapian

e Revisi PK unit kerja dan berjenjang 2022
(apabila dibutuhkan, penyesuaian PK juga
dibutuhkan apabila terdapat revisi Renstra)




LANJUTAN... (KOORDINASI PENYELENGGARAAN SAKIP TAHUN 2022)

JUNI 2022

¢ Pengisian e-Performance untuk capaian bulan
Mei 2022

¢ Penyiapan data dukung evaluasi implementasi
SAKIP oleh Itjen dan Kemenpan RB

JULI 2022

* Pengisian e-Performance untuk capaian bulan
Juni 2022

¢ Pengisian e-Monev Bappenas periode April s.d
Juni 2022

e Penyusunan Laporan Triwulan 11 2022 (maks 25
Juli 2022)

¢ Penyiapan data dukung evaluasi SAKIP oleh
Itjen dan Kemenpan RB

AGUSTUS 2022

¢ Pengisian e-Performance untuk capaian bulan
Juli 2022

® Update dokumen SAKIP pada e-SAKIP Reviu

e Revisi PK unit kerja dan berjenjang 2022
(apabila dibutuhkan)

SEPTEMBER 2022

® Pengisian e-Performance untuk capaian bulan
Agustus 2022

D

OKTOBER 2022
® Pengisian e-Performance untuk capaian bulan
September 2022

¢ Pengisian e-Monev Bappenas periode Juli s.d
September 2022

* Penyusunan Laporan Triwulan 111 2022 (maks
25 Oktober 2022)

e Tindak Lanjut Evaluasi Implementasi SAKIP

NOVEMBER 2022

* Pengisian e-Performance untuk capaian bulan
Oktober 2022

e Revisi PK unit kerja dan berjenjang 2022




PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP

4&‘3‘ KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Anmi DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

NOMOR : HK.209/1/11/DJKA/2021

Lampiran Surat Keputusan

TENTANG Direktur Jenderal Perkeretaapian
TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI Nomor '”(‘ 40911/ L1/INKA[302)
PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2021 Tengesl I Jenvani 2031

DIREKTUR JENDEI

AL PERKERETAAPIAN, a. Tim Pengarah:

TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILI
Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan PEMERINTAH (SAKIP) DIREKTORA
Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020
Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, diperlukan penyusunan termasuk
reviu dokumen penyelenggaraan Sistem Akuntabils
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat

'AS KINERJA INSTANSI
NDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN :
2021 ERAL FERRERETAACIAN TAHU 1) Memberikan arahan, masukan dan saran kepada
Tim Penyusun dalam penyusunan dokumen Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

| Direktur Jenderal Perkeretas

pian Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
Jenderal P v Is
& Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja b ! — s e e et LI . N
dan pelaporan kinerja; C. | Anggota 1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api _ | 2) Menetapkan target dan capaian kinerja;
2. Direktur Prasarana Perkeretaapian
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas {
penyusunan dan reviu dokumen SAKIP di lingkungan 3. Dircktur Keselamatan Perkerctaapian 3) Mengesahkan dokumen SAKIP.
Durk:ou;(( JmTaeml ’W|kne‘l.\.l|);;\l\|; maka _perlu 4. Direktur Sarana Perkeretanpian P
menetapkan Tim Penyusun Dokumen Sistem — it Pens s
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 1. TIM PENYUSUN Y b. Tim Penyusun:
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2021; A. | Ketua Koordinator Kelompok Perencanaan a 5 %
- - 1) Mengkoordinasikan persiapan penyusunan
o ahwa yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat —t - v . w3 A s .
Keputusan  ini dipandang mm,,‘“ i B. | Wakil Ketua Koordinator Kelompok Kepegawaian | Setditjen dokurgen Sistem Akuvnta't_nhtas Kinerja Instansi
ditunjuk/diangkat sebagai Tim Penyusun Dokumen | dan Umum | Perkeretaapian Pemerintah (SAKIP) meliputi dokumen Perencanaan
lem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah C. | Sekretaris Sub Koordinator Kelompok Evaluasi | Setditjen i 2 2 20N
(SAKIP) Direktorat Jenderal Perkerctaapian Tahun dan Pelaporan Perkeretaapian SFratejgls, Rencana Kmer]a. Tahunap, .PerJanjlan
2021 " Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan
D. | Anggota 1. Koordinator Kelompok Penataan | Dit. Lalu Lintas dan Direk Jasderal Perk Piard
Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun | dan Pengembangan Jaringan | Angkutan KA irektorat Jenderal Perkeretaapian;
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 2. Koordinator Kelompok Lalu Dit. Lalu Linta i
Nasional; Lintas Angkutan KA 2) Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 3. ‘;"‘]“"“;‘“"’5 R :]“k"’“"“"',"“ kinerja sebagai bahan untuk penyusunan dokumen
2007 tentang Perkeretaapian; | Jalur dan Bangunan Kereta Api _| Perkeretaapian AKIP;
4. Koordinator Kelompok Kelaikan | Dit. Pr
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Pasilitas Operasi Perkerotasp! .
8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I — — | A e —— 3) Menyusun dokumen Perencanaan Strategis,
{nstansl Pemerintah: ator Kelompok Rekayasa | Dit. Kesclamaf e i Mot
g Ki ; aapi Rencana Klpqu Tahuqan, Perjanjian Kinerja dan
6. Koordinator Kelompok Sertifikasi | Dit. Keselamatan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
SDM Akreditasi Dan Perkeretaapian
Eclombagasn I = 4) Melakukan reviu/perubahan dokumen SAKIP secara
7. Koordinator Kelompok Dit. Sarana

o G Peoghmii B berkala apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan

rana yang berlaku.

8. Koordinator Kelompok Dit. rana
Pengelolaan Sarana Milik Negara | Perkeretaapian

9. Koordinator Kelompok Keuangan | Setditjen
Perkeretaapian




PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN MONEYV SAKIP

‘B‘ KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AmmE DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Tugas dan tanggung jawab Tim Monitoring Dan Evaluasi sebagai

berikut : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
1) Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa serta HOMOR LB 20912/ 10/D0Kh 2001
mengevaluasi data kinerja sebagai bahan untuk monitoring b S o O
dan evaluasi terhadap target dan capaian kinerja Direktorat T DU IS Sy AL B IENIOARMY. Nomor HK.209/1/10/DJKA/2021
Jenderal Perkeretaapian tahun 2021 secara berkala (bulanan 'DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2021 Seggl i 29 dnpaes) F0R1
dan triwulan); . , .
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN, TIM MONITORING DAN EVALUAS

. & 2 & SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INS’ S
2) Melakukan rapat dan koordinasi dengan unit kerja untuk DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2021
monitoring dan evaluasi terhadap target dan capaian pada Menimbang a Hs\l:\\n dalam mngknkn[l;n.n |v|el|mgkiuknn](npﬂmn kinerja T 7oA PENGARA
i / ; serta Y ualitas dan peng =T o
dokumen SAKIP terkait kebutuhan data/informasi dan data  kinera di lingkungan Direktorat Jenderal 2. T e Jamab | D Jedia Pk
Sl or asitiiait sepaion Birea: o i e AR sl O g B. | Ketun [ Sekretaris Direktorat Jenderal Perkerctanpian
» evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan sistem C. | Anggota | 1. ircktur La Anglcutan Kereta Api g
" Lo akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) termasuk | 2. Direktur Prasarana Perkerctaapi
3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen 3. Direktur Kesclamatan Perkeretaapian 3 ]
. . . i erjanjian kinerja. 4. Direktur
terhadap target dan capaian Kinerja termasuk pengisian e
filasi 1 ki ia (E-Pe E-SAKIP Reviu d b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan butir a, perfu ditetapkan L _"TIM MOWITORING DANEVAL
aplikasi pelaporan kinerja (E-Performance, E- eviu dan Hn, et et ety e apr A ketun Konntor Kdompak Percami | Seien
1 1 1 . Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | | | Perkerctaapian
aplikasi lainnya); F-).:n 2021 melalui Keputusan Direktur Jenderal B. | Waldl Ketun Koordinator Kelompok Kevangan Setditjen
erkeretaapian. o | Perkeretaapian
4) Menginventarisasi dan memetakan permasalahan dalam c. Bahwa yang namanya tersebut dalam Lempiran Surat il [ Su Ngeean Pk Evstan Ff:‘::'frm.m,.,
pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen e e s R ik dini /gl D. | Anggota 1. Koordinator Kelompok Angkutan | DIt Lalu Lintas dan
SAKIP: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di - J Aglettan KA
lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2021 2 ’;w"hm"“r kriomwr klmuwvm Dit. Lalu Lintas dan
dan Pengen et
5) Melaksanakan evaluasi indikator kinerja dan target apabila Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 K Jalur dan | Dit
7 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Bangunan Keret Apl Wilaysh | Perkeretnsplan
diperlukan; . Koordinator Kelompol Jaur dan | Dit. Prasarana
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Bangunan Kereta Api Wilayah | Perken
y s ; ; 4 tentang Perkeretaapian; 5. Koordinator Kelompok Audit dan | DIt 0
6) Memberikan rekomendasi terkait dengan hasil evaluasi dan Inspeksi Kesclamatan Perkeretaapian |
. . . . . . : 3 Pes P rintal N
monitoring untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas 2006 tentang Pelaporan Keusngan dun Kinoga. Inetans e P
dokumen SAKIP selanjutnya. Pociasiieh; |
|7, Koordinator Kelompok Kelaikan lm Sarana
s |
8. ompok Kelaikan | Dit
ah If Perkerctaapian
ator Kelompok Setditien

an dan Umum

ator Kelompok Hulum
| | Perkeretaapian




